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KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja,
Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah pedoman yang
memuat garis-garis besar kebijaksanaan yang memberikan
kejelasan arah pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja,
Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam kurun waktu lima
tahun kedepan.

Dengan melalui proses yang berorientasi pada hasil yang
ingin dicapai pada kurun waktu sampau lima tahun dengan
memprioritaskan Potensi, Peluang ataupun kendala yang ada,
rencana strategis memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
program-program strategis pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi
Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagai
wujud dari tugas dan fungsi yang diemban, dengan tetap
mengacu kepada Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati Kabupaten
Kepulauan Selayar.

Diharapkan agar rencana strategis Satuan Polisi Pamong
Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menjadi salah
satu acuan bagi rancangan Renstra Pemerintah Kabupaten

Kepulauan Selayar dalam melaksanakan Pembangunan.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan suatu proses yang
berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1
Tahun sampai dengan 5 tahun dan disusun berdasarkan
pemahaman terhadap lingkungan strategik baik dalam skala
nasional, regional maupun lokal dengan memperhitungkan
potensi, peluang dan kendala yang ada atau timbul serta
memuat visi dan misi kepala daerah sebagai penjabaran dalam
membina unit Kkerja serta kebijakan sasaran dan prioritas
sasaran sampai dengan tahun 2026.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
sistem perencanaan pembangunan nasional dan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
disebutkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPIMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program
kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah
kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta
program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang
disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk
jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman
pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPIJMN) dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia
serta disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh,
dan tanggap terhadap perubahan.

Paradigma perencanaan pembangunan yang lebih harmonis
dan selaras, baik antara pusat dengan daerah, daerah dengan
daerah, dan juga antar instansi dan fungsi pemerintahan,

merupakan landasan utama dari diterbitkannya Undang-
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Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.

Salah satu konsekuensi dari ditetapkannya undang-undang
tersebut adalah diwajibkannya bagi setiap perangkat kerja
daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam
penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah
(lima tahun) maupun jangka pendek (tahunan), sesuai tugas dan
fungsinya.

Terkait dengan kewajiban perangkat daerah dalam
penyiapan rencana kerja untuk jangka waktu lima tahun,
satuan kerja perangkat daerah juga menyusun Renstra SKPD.
Renstra SKPD sebagai proses yang berorientasi kepada hasil
yang ingin dicapai dengan memperhitungkan potensi, peluang,
dan kendala-kendala yang ada atau yang mungkin timbul.
Rentsra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan,
program dan Kkegiatan pembangunan sesuai tugas dan
fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan Dbersifat
indikatif’. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 Pasal 1 dan ditetapkan ketentuan umum mengenai
“Renstra SKPD sebagai dokumen perencanaan Sauan Kerja
Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun”.

Renstra SKPD Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan atau yang disingkat Renstra
Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan
Selayar adalah dokumen perencanaan Satpol PP, Damkar dan
Penyelamatan untuk periode 5 (lima) tahun. Penyusunan
Renstra Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan dilakukan dengan
menggunakan pendekatan top down, bottom up maupun
teknokratik. Pendekatan top down dilakukan sesuai dengan
hierarki kepemerintahan, dimana pada tahap awal Satpol PP,
Damkar dan Penyelamatan menampung berbagai kebijakan-
kebijakan dari pemerintah kabupaten kepulauan selayar terkait

dengan bentuk dukungan dalam penegakan perda, maupun
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pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di
Kabupaten Kepulauan Selayar.

Pendekatan bottom up dilakukan berdasarkan kondisi
permasalahan yang faktual dalam masyarakat terutama yang
berkaitan dengan permasalahan penegakan perda, trantibum,
linmas, dan pemadam kebakaran yang menjadi dasar bagi
penetapan kebijakan teknis dan penyusunan program yang
dilaksanakan secara berjenjang sebagai bahan perumusan
kebijakan strategi dan pendanaan. Selain itu, Fungsi Renstra
Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan dalam penyelenggaraan
pembangunan daerah adalah sebagai bahan dalam merumuskan
RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar (Pendekatan Teknoratis).

Adapun penyusunan dan penetapan Renstra Satpol PP,
Damkar dan Penyelamatan sebagaimana diatur dalam UU No.
25 Tahun 2004 merupakan bagian dari proses penyusunan dan
penetapan RPJM, yang meliputi tahapan-tahapan pokok sebagai
berikut :

a. Persiapan Penyusunan Renstra Satpol PP, Damkar dan

Penyelamatan;

b. Penyusunan Rancangan Renstra Satpol PP, Damkar dan

Penyelamatan;

c. Penyusunan Rancangan akhir Renstra Satpol PP, Damkar
dan Penyelamatan;

d. Penetapan Renstra Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan.

Hubungan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2021 - 2026 Dengan

Dokumen Perencanaan Lainnya.

Renstra Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten
Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 merupakan dokumen
perencanaan lima tahunan Satpol PP, Damkar dan
Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar untuk periode

2021 -2026 yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan,
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program, dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Hubungan Renstra SKPD dengan RPJMD yaitu Renstra
Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan
Selayar Tahun 2021-2026 disusun dengan berpedoman pada
RPIJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 - 2026.
Selain itu, inventarisasi masukan dari Renstra Satpol PP,
Damkar dan Penyelamatan harus diakomodir dalam RPMD,
karena RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan
dokumen induk yang memuat arah kebijakan pembangunan
daerah selama 5 (lima) tahun dan menjadi acuan dalam
penyusunan Renstra bagi Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan
yang disusun berdasarkan tahapan yang melibatkan berbagai
stakeholders.

Hubungan Renstra SKPD dengan Rencana Kerja (Renja)
SKPD vyaitu Renstra Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan
sebagai perencanaan lima tahunan harus dilengkapi dengan
perencanaan tahunan yaitu Renja Satpol PP, Damkar dan
Penyelamatan. Renstra dan Renja saling berkaitan, Renja
merupakan penjabaran lebih detail tentang rencana program
dan kegiatan pada tahun yang akan berjalan. Rencana program
dibuat dengan memperhatikan posisi serta prioritas tinggi dan
berdampak dalam pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran
organisasi. Kegiatan merupakan penjabaran dari program, berisi
rangkaian aktivitas yang menunjukkan operasionalisasi suatu
program.

Hubungan Renstra SKPD dengan Renstra Kementrian
Dalam Negeri yaitu berdasarkan Renstra Kementrian Dalam
Negeri, telah diterbitkan regulasi untuk mengiptimalkan tugas
dan fungsi Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan, antara lain
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan
Polisi Pamong Praja, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114
Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada

Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah
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1.2

Kabupaten dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17
Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil,
Penyediaan Sarana Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis
Operasional, dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja.
Renstra Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan mencakup pokok-
pokok cakupan fungsi dalam penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan
evaluasi di Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat berdasar Renstra Kementrian Dalam
Negeri.

Hubungan Renstra SKPD dengan Renstra Provinsi yaitu
Renstra Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan dan Renstra
Satpol PP Provinsi merupakan dokumen perencanaan yang
memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran strategi, program dan
kegiatan yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja
Tahunan dalam Penyusunan RKA. Renstra Satpol PP, Damkar
dan Penyelamatan mengacu pada Renstra Satpol PP Provinsi
Sulawesi Selatan terkait kedudukan, susunan organisasi, tugas
dan fungsi serta tata kerja Satpol PP. Oleh karena itu, dalam
penyusunan Renstra baiknya memuat tugas dan fungsi Satpol

PP serta dokumen pelaksanaan anggaran Satpol PP.

Landasan Hukum
Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam

Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2021 - 2026 ini disusun

berlandaskan peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat Il di Sulawesi
(Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersinh dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran

[RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN [

DAN PENYELAMATAN
TAHUN 2021-2026]



Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4250);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6485);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 4355) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara
dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka
Menghadapi Nacaman yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Satabilitas Sistem Keuangan Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6516);
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5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara
dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka
Menghadapi Nacaman yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Satabilitas Sistem Keuangan Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6516);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6573);
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9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 4663);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);
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14.Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang
Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten
Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4889);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
228, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5941);

17.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor
6178);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan
Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor
6205);

19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1312);
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20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018
tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar
Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1619);

22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019
tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan
Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis
Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
550);

23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020
tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman
Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
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27.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun
2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun
2009 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);

29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019
Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-
2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Nomor 314);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005 -
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2009 Nomor 10);

31.Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3
Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 1);
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32.Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012-2032 (Lembaran
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 28);

33.Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4
Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47);

34.Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tentang
RPJIJMD

35. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 61 Tahun 2020
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan (Berita Daerah Kabupaten

Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 504);

1.3 Maksud Dan Tujuan
Maksud Penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi

Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun

2021 - 2026, yaitu :

a. sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan dan
pembangunan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan yang akan dilaksanakan 5
(ima) tahun ke depan dalam rangka mendorong pencapaian
visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan
Selayar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-
2026; dan

b. sebagai acuan dalam penyusunan Renja Satuan Polisi
Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Satuan

Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut :
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1.4

a. tersedianya dokumen yang dapat digunakan oleh Kepala
Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan untuk mengarahkan dan mengalokasikan
sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan Satpol PP,
Damkar dan Penyelamatan;

b. memudahkan pengukuran pencapaian kinerja Satpol PP,
Damkar dan Penyelamatan;

c. memudahkan pengendalian kegiatan serta pelaksanaan
koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, evaluasi
kegiatan baik secara internal maupun eksternal yang
menjadi kerangka dasar bagi Satpol PP, Damkar dan
Penyelamatan dalam upaya meningkatkan kualitas
perencanaan pembangunan; dan

d. meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi antar

bidang dalam Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan.

Sistematika Penulisan

Sebagai pedoman untuk lebih memudahkan dalam memahami
Renstra ini, maka penyusunan Renstra ini disusun dalam
bentuk sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB | PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang Latar Belakang; Landasan Hukum;
Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan Renstra Satuan
Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026

BAB Il GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Bab ini menyajikan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur
Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran
dan Penyelamatan; Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja,
Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Kinerja Pelayanan
Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan

Penyelamatan; serta Tantangan dan Peluang Pengembangan
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Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran
dan Penyelamatan.

BAB Il PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN

Bab ini memuat ldentifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas
dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan; Telaahan Visi, Misi dan Program
Bupati dan Wakil Bupati Terpilih; Telaahan Renstra Kemeterian
Dalam Negeri dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Selatan; Telaahan
Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis dan Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini memuat tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan.

BAB V STATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menyajikan tentang Strategi dan Arah Kebijakan Satuan
Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kabupaten Kepulauan Selayar.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

Bab ini memuat tentang Rencana Program dan Kegiatan,
Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran
dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar, serta
Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menyajikan tentang Kinerja Penyelenggaraan Bidang
Urusan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan

Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar.
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BAB VIII PENUTUP

Bab ini memuat tentang Penjabaran Renstra Perangkat Daerah
lebih lanjut dalam bentuk Renja Perangkat Daerah, Kepala
Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab pelaksanaan
Renstra Perangkat Daerah bersama BAPPELITBANGDA
melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Renstra
Perangkat Daerah, serta keterlibatan stakeholder pembangunan

dalam pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
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BAB I

GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong

Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar adalah salah satu
lembaga yang dibentuk Dberdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
Nomor 47); dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dimana di dalamnya
dinyatakan bahwa Penyelenggaraan Ketertiban Umum,
Ketentraman Masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah dan
Keputusan Kepala Daerah serta pemadam kebakaran dalah
Menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan mempunyai Tugas Pokok membantu Bupati
dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang
Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah, Ketertiban
Umum dan Ketentraman Masyarakat, Perlindungan Masyarakat,
tanggap bencana kebakaran serta melaksanakan tugas-tugas
lain sesuai Kewenangan yang diberikan Bupati.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Satuan
Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang
penegakan peraturan perundang-undangan daerah,

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sumber
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daya aparatur, perlindungan masyarakat, dan tanggap
bencana kebakaran;

b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang
penegakan peraturan perundang-undangan daerah,
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sumber
daya aparatur, perlindungan masyarakat, dan tanggap
bencana kebakaran;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan
bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah,
ketertibpan umum dan ketentraman masyarakat, sumber
daya aparatur, perlindungan masyarakat, dan tanggap
bencana kebakaran;

d. pelaksanaan administrasi Satuan; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait
tugas dan fungsinya.

Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam
menjalankan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya
memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Satuan

2. Sekretariat, terdiri atas :

a. Subbagian Program
b. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum
c. Subbagian Keuangan
3. Bidang Penegakan Perda, terdiri atas :
a. Seksi Pembinaan dan Pengawasan
b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
c. Seksi Penyuluhan

4. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, terdiri atas:
a. Seksi Operasi dan Pengendalian
b. Seksi Kerjasama
c. Seksi Perlindungan Masyarakat

5. Bidang Pemadam Kebakaran, terdiri atas :

a. Seksi Pencegahan
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b. Seksi Pemadaman dan Evakuasi
c. Seksi Sarana dan Prasarana

6. Jabatan Fungsional

Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala
Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi adalah sebagai berikut :
1. Kepala Satuan

Kepala Satuan mempunyai tugas membantu Bupati dalam

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penegakan

peraturan daerah, ketentraman dan ketertiban umum,
perlindungan masyarakat, dan pemadam kebakaran serta
penyelamatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas
pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala Satuan

menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang
penegakan  peraturan daerah, ketentraman dan
ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan
pemadam kebakaran serta penyelamatan;

b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang
penegakan  peraturan daerah, ketentraman dan
ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan
pemadam kebakaran serta penyelamatan;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan
pemerintahan bidang penegakan peraturan daerah,
ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan
masyarakat, dan pemadam kebakaran serta
penyelamatan;

d. pelaksanaan administrasi Satuan; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati
terkait tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Satuan, meliputi:
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a. menyusun rencana kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan
tugas;

C. menyusun rencana, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;

d. merumuskan kebijakan urusan pemerintahan bidang
penegakan  peraturan daerah, ketentraman dan
ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan
pemadam kebakaran;

e. melaksanakan kebijakan urusan pemerintahan bidang
penegakan  peraturan daerah, ketentraman dan
ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan
pemadam kebakaran;

f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan urusan
pemerintahan bidang penegakan peraturan daerah,
ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan
masyarakat, dan pemadam kebakaran;

g. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Satuan
Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan
memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai
bahan perumusan kebijakan; dan

h. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang
diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas

membantu Kepala Satuan dalam mengoordinaskinan

kegiatan, memberikan pelayanan administrasi dan teknis
kepada semua unsur di lingkungan Satuan Polisi Pamong

Praja, Pemadam Kebakaran, dan Penyelamatan. Dalam

menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sekretaris

mempunyai fungsi:
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a. Penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data,
pelaporan, program, dan anggaran pengembangan
sumber daya manusia aparatur;

b. Pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan
perbendaharaan, serta urusan akuntansi dan pelaporan
keuangan;

c. Pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan
dan kebersihan, perlengkapan, pengelolaan asset, dan
dokumentasi;

d. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan
jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil
Negara lingkup Satuan;

e. pelaksanaan penyusunan dan penetapan peraturan
perundang-undangan bidang Satuan Polisi Pamong
Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;

f. pelaksanaan peningkatan disiplin dan kapasitas Sumber
Daya Aparatur;

g. pelaksanaan perencanaan dan evaluasi Kinerja Satuan;
dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai
dengan bidang tugasnya.

Uraian Tugas Sekretaris, meliputi :

a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan
Tugas,

c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan
Tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan Tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. melaksanakan penyusunan perencanaan, pemantauan,

evaluasi, data, pelaporan, program, dan anggaran
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penegakan peraturan daerah, ketentraman dan
ketertibpan umum, perlindungan masyarakat, dan
pemadam kebakaran.

g. Melaksanakan pengelolaan verifikasi keuangan,
pelaksanaan perbendaharaan, serta urusan akuntansi
dan pelaporan keuangan;

h. menyelenggarakan pengelolaan ketatausahaan, rumah
tangga, keamanan dan Kkebersihan, perlengkapan,
pengelolaan asset, dan dokumentasi;

i. menyelenggarakan pengelolaan administrasi
kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, serta
evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara lingkup Satuan;

J.  melaksanakan penyusunan dan penetapan peraturan
perundang- undangan bidang penegakan peraturan
daerah, ketentraman dan ketertiban umum,
perlindungan masyarakat, dan pemadam kebakaran;

k. melakasanakan peningkatan disiplin dan kapasitas
Sumber Daya Aparatur;

I. melaksanakan perencanaan dan evaluasi Kkinerja
Satuan;

m. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan
produk hukum yang dilaksanakan oleh masing-masing
bidang dalam lingkup Satuan;

Nn. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan
lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah
dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;

0. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris
dan memberikan saran pertimbangan kepada Pimpinan
sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya
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2.1 Subbagian Program

Subbagian Program dipimpin oleh Kepala Subbagian
yang mempunyai tugas membantu Sekretaris
melaksanakan urusan penyusunan program dan
anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan
monitoring dan evaluasi, serta penyusunan laporan
kinerja. Urailan Tugas Kepala Subbagian Program,
meliputi:

a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Program
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk
pelaksanaan tugas;

Cc. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi
pelaksanaan tugas dalam lingkup Subbagian
Program untuk mengetahui perkembangan
pelaksanaan tugs;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf
dan/atau menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya,;

f. menyiapkan bahan penyusunan program dan
kegiatan Satuan;

g. memfasilitasi penyusunan rencana strategis dan
rencana kerja Satuan;

h. menyusun program dan kegiatan perangkat
daerah dalam Dokumen Perencanaan;

i. menyusun dokumen evaluasi satuan;

J.  melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi
perencanaan perangkat daerah;

k. melakukan pengelolaan data dan informasi di bidang
Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran
dan Penyelamatan.

I. memfasilitasi penjaringan Inovasi Daerah di bidang
Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran,

dan Penyelamatan;
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m. mengoordinasikan pelaksanaan penilaian mandiri
Reformasi Birokrasi Satuan;

n. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dokumen
perencanaan anggaran,;

0. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan
lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah
dalam rangka pelaksanaan tugas;

p. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai
ketentuan peraturan perundang-undnagan;

g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala
Subbagian Program, serta memberikan saran
pertimbangan kepada Pimpinan sebagai bahan
perumusan kebijakan; dan

r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2 Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum
Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum dipimpin
oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas
membantu Sekretaris melaksanakan urusan persuratan,
kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga, aset serta
pengelolaan kepegawaian dan perundang-undangan.
Uraian Tugas Kepala Subbagian umum, kepegawaian
dan hukum, meliputi:

a. menyusun rencana Kkegiatan Subbagian Umum,
Kepegawaian dan Hukum sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk
pelaksanaan tugas;

Cc. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi
pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian
Umum, Kepegawaian, dan Hukum untuk
mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf

dan/atau menandatangani naskah dinas;
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e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya,;

f. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian;

g. melaksanakan urusan surat menyurat dan tata
naskah dinas;

h. melakukan pengelolaan aset, perlengkapan, dan
rumah tangga,;

i. mengoordinir pelaksanaan pemeliharaan
kebersihan dan keamanan lingkungan kantor;

J.  melakukan pengelolaan administrasi perkantoran;

k. melaksanakan pengelolaaninformasi dan
dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;

I. melakukan kearsipan dan ekspedisi;

m. melaksanakan peningkatan kapasitas Sumber Daya
Aparatur melalui program pendidikan, pelatihan,
fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop
dan/atau seminar bekerja sama dengan unit Kkerja
yang membidangi pengembangan kompetensi;

n. melakukan kebijakan pimpinan terkait penegakan
disiplin pegawai lingkup Satuan;

0. memfasilitasi penyusunan dan penetapan peraturan
perundang-undangan bidang Satuan Polisi Pamong
Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;

p. memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi peraturan
perundang-undangan bidang Satuan Polisi Pamong
Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;

g. melakukan pengarsipan dokumen peraturan
perundang-undangan bidang Satuan Polisi Pamong
Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;

r. melaksanakan analisa beban Kkerja dan analisa
jabatan lingkup Satuan;

s. melaksanakan analisa kebutuhan pegawai lingkup
Satuan;

t. memfasilitasi penyusunan laporan kinerja Aparatur

Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-
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undangan lingkup Satuan;

u. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan
lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah
dalam rangka pelaksanaan tugas;

v. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

w. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala
Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum dan
memberi saran pertimbangan kepada Pimpinan
sebagai bahan perumusan kebijakan;dan

X. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan
Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.3 Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian
yang mempunyai tugas membantu Sekretaris
melaksanakan urusan pengelolaan keuangan,
penatausahaan keuangan, akuntansi, verifikasi, dan
pembukuan. Uraian Tugas Kepala Subbagian Keuangan,
meliputi:

a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Keuangan
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk
pelaksanaan tugas;

Cc. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi
pelaksanaan tugas dalam lingkup Subbagian
Keuangan untuk mengetahui perkembangan
pelaksanaan tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf
dan/atau menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya,;

f. memfasilitasi penyediaan gaji dan tunjangan
aparatur sipil negara;

g. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dokumen

perencanaan keuangan;
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h. melaksanakan penyusunan akuntansi dan pelaporan
keuangan;

i. melaksanakan pengelolaan dan penyiapan Bahan
Tanggap Pemeriksaan;

J.  menyusun laporan capaian Kkinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja Satuan;

k. menyusun laporan keuangan bulanan/semesteran;

I. menyusun laporan Prognosis Realisasi Anggaran;

m. menyusun laporan keuangan akhir tahun;

Nn. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan
lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah
dalam rangka pelaksanaan tugas;

0. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala
Subbagian Keuangan dan memberikan saran
pertimbangan kepada Pimpinan sebagai bahan
perumusan kebijakan; dan

g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

3. Bidang Penegakan Perda

Bidang Penegakan Peraturan Daerah dipimpin oleh Kepala

Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Satuan

dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan

kebijakan teknis bidang penegakan peraturan daerah. Dalam

melaksanakan tugas kepala bidang penegakan peraturan

daerah memiliki fungsi, yaitu:

a. perumusan kebijakan teknis bidang penegakan
peraturan daerah;

b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang penegakan
peraturan daerah;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan

peraturan daerah;

[RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN V3]
DAN PENYELAMATAN
TAHUN 2021-2026]



d. pelaksanaan administrasi di bidang penegakan peraturan
daerah; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai
dengan bidang tugasnya.

Uraian Tugas Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah,

meliputi:

a. menyusun rencana kegiatan Bidang Penegakan
Peraturan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan
tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan
tugas;

c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan
tugas dalam lingkungan Bidang Penegakan Peraturan
Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan
tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;

f. melaksanakan perumusan bahan kebijakan operasional
dalam rangka penjabaran kebijakan teknis Penegakan
Peraturan Daerah;

g. menyusun pedoman dan supervisi penegakan peraturan
daerah;

h. melaksanakan kegiatan pengawasan, pembinaan,
penyuluhan, dan kerjasama penegakan peraturan
daerah;

i. melaksanakan penyelidikan dan penyidikan perkara
pelanggaran peraturan daerah;

J.  melaksanakan evaluasi, pelaporan, dan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas penegakan
peraturan perundang-undangan daerah;

k. melaksanakan koordinasi/kerja sama dan kemitraan
dengan unit kerjaZinstansi/lembaga di Bidang Penegakan

Peraturan Daerah;
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I. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan,
pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis bidang
penegakan peraturan daerah;

m. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan
lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam
rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;

n. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuali
ketentuan peraturan perundang-undangan;

0. menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Penegakan
Peraturan Daerah dan memberi saran pertimbangan
kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan
atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3.1 Seksi Pembinaan dan Pengawasan
Seksi Pembinaan dan Pengawasan dipimpin oleh Kepala
Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang
Penegakan Peraturan Daerah dalam melakukan
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
teknis di bidang pembinaan dan pengawasan. Uraian
tugas kepala seksi pembinaan dan pengawasan, meliputi:
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pembinaan dan

Pengawasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan
tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan

tugas;
Cc. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi
pelaksanaan tugas dalam lingkungan  seksi

pembinaan dan pengawasan untuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf,
dan/atau menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya,;

f. menyusun bahan kebijakan teknis pengawasan dan

pembinaan peraturan daerah;
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g. menyusun rencana anggaran, program Kkerja, dan
petunjuk pelaksanaan kegiatan pembinaan dan
pengawasan peraturan daerah;

h. menghimpun, mengolah dan menginventaris data
laporan dari masing-masing bidang;

i. melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan
Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

J.  mengikuti proses penyusunan Peraturan Daerah;

k. mengajukan usulan penindakan dan penertiban
melalui kepala bidang dan diteruskan ke Bidang
Ketentraman dan Ketertiban Umum,;

I. melakukan koordinasi kegiatan pembinaan dan
pengawasan peraturan daerah dengan sub unit kerja
lain di lingkungan Satuan dengan institusi terkait;

m. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan,
pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang
pembinaan dan pengawasan;

Nn. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan
lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah
dalam rangka pelaksanaan tugas;

o. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

p. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi
Pembinaan dan Pengawasan serta memberi saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusan kebijakan; dan

g. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan
atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3.2 Seksi Penyelidikan dan Penyidikan

Seksi Penyelidikan dan Penyidikan dipimpin oleh Kepala

Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang

Penegakan Peraturan Daerah dalam mengoordinasikan

dan melakukan penyiapan bahan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan teknis penyelidikan dan
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penyidikan. Uraian tugas kepala seksi penyelidikan dan

penyidikan, meliputi:

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Penyelidikan dan
Penyidikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan
tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan

tugas;
C. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi
pelaksanaan tugas dalam lingkungan  Seksi

Penyelidikan dan Penyidikan untuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf
dan/atau menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya,;

f. menyusun bahan kebijakan teknis dan fasilitasi
penyelidikan dan penyidikan pelanggar peraturan
daerah;

g. menyusun rencana anggaran, program Kkerja, dan
petunjuk pelaksanaan kegiatan operasional
penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggar
peraturan daerah;

h. melakukan sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah
dan Peraturan Bupati;

i. melaksanakan penanganan atas pelanggaran
Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

J. melakukan pengembangan Kapasitas dan Kkarier
penyidik pegawai negeri sipil;

k. melakukan dan mengajukan penugasan Penyidik
Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan penyelidikan,
penyidikan dan pemberkasan perkara pelanggar
Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-

undangan lainnya.
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. menyusun rencana pemberdayaan dan pengendalian
PPNS dalam penegakan Peraturan Daerah, Peraturan
Bupati dan Keputusan Bupati;

m. menerima pelaporan dan melakukan evaluasi
terhadap hasil penyelidikan, penyidikan, dan
pemberkasan perkara dalam dilanjutkan ke
pengadilan melalui koordinator wakil satuan PPNS;

Nn. melakukan tindakan pencegahan, penghentian dan
penyitaan barang terhadap pelanggar peraturan
daerah dan peraturan lainnya.

0. melakukan koordinasi penyelidikan dan penyidikan
pelanggar penegakan peraturan daerah dengan sub
unit kerja lain di lingkungan Satuan serta dengan
instansi terkait;

p. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan,
pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis
penyelidikan dan penyidikan;

g. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan
lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah
dalam rangka pelaksanaan tugas;

r. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuali
ketentuan peraturan perundnag-undangan;

s. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi
Penyelidikan dan Penyidikan dan memberi saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusan kebijakan; dan

t. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan
atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3.3 Seksi Penyuluhan

Seksi Penyuluhan dipimpin oleh Kepala Seksi yang

mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penegakan

Peraturan Daerah dalam melakukan penyiapan bahan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis
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penyuluhan. Uraian tugas Kepala Seksi Penyuluhan,

meliputi:

a. menyusun rencana Kkegiatan Seksi Penyuluhan
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan

tugas;
C. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi
pelaksanaan tugas dalam lingkungan  seksi

penyuluhan untuk mengetahui perkembangan
pelaksanaan tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf
dan/atau menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya,;

f. menyusun bahan kebijakan teknis penyuluhan
peraturan daerah;

g. menyusun rencana anggaran, program Kkerja, dan
petunjuk pelaksanaan kegiatan penyuluhan
peraturan daerah;

h. menghimpun, mengolah dan menginventaris data
laporan dari masing-masing bidang;

i. melakukan penyelengaraan Penyuluhan sesuai
ketentuan yang berlaku sebagai dasar kegiatan yang
dilakukan dalam penyuluhan Peraturan Daerah;

j. melakukan  Optimalisasi, Partisipasi,  Advokasi
masyarakat dengan melibatkan unsur pakar dan
instansi terkait sesuai kebutuhan penyuluhan;

k. melakukan monitoring, evaluasi, pembinaan dan
pengembangan penyelenggaraan penyuluhan;

I. melakukan dan mengembangkan mekanisme Kerja,
tata kerja, dan metode penyuluhan sesuai pedoman
kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

m. melakukan koordinasi kegiatan penyuluhan
peraturan daerah dengan sub unit kerja lain di

lingkungan Satuan serta dengan institusi terkait;
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Nn. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan,
pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang
penyuluhan;

o. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan
lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah
dalam rangka pelaksanaan tugas;

p. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuali
ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi
Pembinaan dan Pengawasan dan memberi saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusan kebijakan; dan

r. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan
atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh
Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala
Satuan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan
melaksanakan kebijakan teknis ketentraman dan ketertiban
umum. Kepala bidang ketentraman dan ketertiban umum
melaksanakan fungsi, yaitu:

a. perumusan kebijakan teknis bidang Ketentraman dan

Ketertiban Umum;

b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Ketentraman dan

Ketertiban Umum;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang

Ketentraman dan Ketertiban Umum,;

d. pelaksanaan administrasi di bidang ketertiban umum
dan ketentraman masyarakat; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai
dengan bidang tugasnya.

Uraian tugas Kepala Bidang ketentraman dan Kketertiban

umum, meliputi:
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a. menyusun rencana kegiatan Bidang Ketentraman dan
Ketertiban Umum sebagai pedoman dalam pelaksanaan
tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan
tugas;

c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan
tugas dalam lingkungan Bidang Ketentraman dan
Ketertiban Umum untuk mengetahui perkembangan
pelaksanaan tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;

f. merumuskan bahan kebijakan operasional dalam rangka
penjabaran kebijakan teknis Ketentraman dan ketertiban
umum;

g. melaksanakan operasi penertiban dan pengendalian
terhadap Pelanggaran Perda dan Peraturan Perundang-
undangan lainnya;

h. melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional
ketentraman, ketertiban, pengamanan acara protokoler
dan obyek vital serta pengaduan masyarakat;

i. melaksanakan koordinasi/kerja sama dan kemitraan
dengan unit kerjaZinstansi/lembaga di Bidang Ketertiban
Umum dan Ketentraman Masyarakat;

J.  mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan,
pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis ketentraman
dan ketertiban umum;

k. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan
lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam
rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;

I. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

m. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Bidang

Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan
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memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai
bahan perumusan kebijakan; dan

Nn. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan
atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4.1 Seksi Operasi dan Pengendalian

Seksi Operasi dan Pengendalian dipimpin oleh Kepala

Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang

Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam melakukan

penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

teknis operasi dan pengendalian. Uraian tugas Kepala

Seksi Operasi dan Pengendalian, meliputi:

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Operasi dan
Pengendalian sebagai pedoman dalam pelaksanaan
tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan
Tugas,

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi Tugas
dalam lingkungan Seksi Operasi dan Pengendalian
untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan
Tugas,

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf
dan/atau menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;

f. menyusun bahan kebijakan teknis operasi penertiban
dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum;

g. menyusun rencana anggaran, program Kkerja, dan
petunjuk  pelaksanaan kegiatan operasi dan
pengendalian ketentraman dan ketertiban umum;

h. menghimpun, mengolah dan menginventaris data
laporan dari masing-masing bidang Dalam dilakukan
operasi penertiban;

i. melakukan Pencegahan gangguan ketentraman dan

ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini,
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pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli,
pengamanan dan pengawalan;

J. melakukan Penindakan atas gangguan ketentraman
dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan
Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk
rasa dan kerusuhan massa;

k. mengadakan Penyediaan layanan dalam rangka
dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Kepala daerah;

I. melakukan koordinasi kegiatan operasi dan
pengendalian dengan sub unit Kkerja lain di
lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran serta dengan institusi terkait;

m. mengordinasikan dan melakukan pemantauan,
pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis dibidang
operasi dan pengendalian;

Nn. melakukan koordiansi dan konsultasi dengan
lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah
dalam rangka pelaksanaan Tugas;

o. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai
peraturan perundang-undangan;

p. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi
Operasi dan Pengendalian dan memberi saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusan kebijakan; dan

g. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan
atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4.2 Seksi Kerjasama

Seksi Kerjasama dipimpin oleh Kepala Seksi yang

mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Ketentraman

dan Ketertiban Umum dalam melakukan penyiapan
bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis

Kerjasama. Uraian Tugas Kepala Seksi Kerjasama,

meliputi:
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a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kerjasama sebagali
pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan
Tugas,

C. memantau, mengawasi dan mengevaluasi
pelaksanaan Tugas dalam lingkungan  Seksi
Kerjasama untuk mengetahui perkembangan
pelaksanaan Tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf
dan/atau menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;

f. melakukan Kerjasama penyelenggaraan ketentraman
dan ketertiban umum serta perlindungan
masyarakat;

g. melakukan kerjasama antar lembaga dan kemitraan
dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan
ketentraman dan ketertiban umum,;

h. melakukan pengadaaan dan pemeliharaan sarana
dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum;

i. menyusun standar operasional prosedur ketertiban
umum dan ketentraman masyarakat;

J. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Satuan
Polisi Pamong Praja dan Satuan Pelindungan
Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang
bernuansa Hak Asasi Manusia;

k. menyusun bahan kebijakan teknis dan fasilitasi
kerjasama yang berkaitan dengan tugas pokok dan
fungsi Satuan;

. menyusun rencana anggaran, program Kerja, dan
petunjuk pelaksanaan kerjasama dengan
Instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah lain;

m. menganalisis penyusunan identifikasi dan potensi

kerjasama;
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Nn. melakukan koordinasi pelaksanaan kerjasama
dengan sub unit kerja lain di lingkungan satuan serta
dengan instansi terkait;

0. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan,
pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang
kerjasama;

p. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan
lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah
dalam rangka pelaksanaan tugas;

g. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

r. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi
Kerjasama dan memberi saran pertimbangan kepada
atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

s. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan
atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4.3 Seksi Perlindungan Masyarakat

Seksi Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala

Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang

Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam

melakukan penyiapan bahan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan teknis perlindungan masyarakat.

Uraian tugas Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat,

meliputi:

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Perlindungan
Masyarakat sebagai pedoman dalam pelaksanaan
tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan
Tugas,

Cc. memantau, mengawasi dan mengevaluasi
pelaksanaan Tugas dalam lingkungan  Seksi
Kerjasama untuk mengetahui perkembangan

pelaksanaan Tugas;
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d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf
dan/atau menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;

f. melakukan Pemberdayaan perlindungan masyarakat
dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum;

g. menyusun bahan kebijakan teknis Perlindungan
Masyarakat, pelaksanaan kegiatan, pengerahan
pengamanan (Pemilu, Pemilukada), pengendalian dan
penanggulangan gangguan sosial dan bencana;

h. melakukan dan mempersiapkan perlindungan
masyarakat guna mendukung pengamanan pemilihan
umum, dan pemilihan kepala daerah dan
penanggulangan gangguan sosial dan bencana;

i. melakukan pertolongan, rehabilitasi dan relokasi
akibat bahaya dan korban bencana;

j. menempatkan pos jaga dan pengamanan kesiagaan
keamanan lingkungan;

k. melakukan pengawasan pengendalian operasional
kegiatan satuan Linmas;

I. melakukan koordinasi kegiatan perlindungan
masyarakat dengan sub unit kerja lain di lingkungan
satuan serta dengan instansi terkait;

m. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan,
pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang
Perlindungan Masyarakat;

Nn. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan
lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah
dalam rangka pelaksanaan tugas;

o. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

p. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi
Perlindungan Masyarakat dan memberi saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan

perumusan kebijakan; dan
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g. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan
atasan sesuai dengan bidang tugasnya
5. Bidang Pemadam Kebakaran

Bidang Pemadam Kebakaran dipimpin oleh Kepala Bidang

yang mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam

mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan
kebijakan teknis pemadam kebakaran dan Penyelamatan.

Kepala Bidang Pemadaman Kebakaran mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis bidang pemadam kebakaran
dan penyelamatan;

b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemadam
kebakaran dan penyelamatan;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemadam
kebakaran dan penyelamatan;

d. pelaksanaan administrasi di bidang pemadam kebakaran
dan penyelamatan; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai
dengan bidang tugasnya.

Uraian tugas Kepala Bidang pemadam Kebakaran, meliputi:

a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pemadam Kebakaran
dan penyelamatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan
tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan
tugas;

c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan
tugas dalam lingkungan Bidang Pemadam Kebakaran
dan penyelamatan untuk mengetahui perkembangan
pelaksanaan tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;

f. merumuskan bahan kebijakan operasional dalam rangka
penjabaran kebijakan teknis Bidang Pemadam Kebakaran

dan Penyelamatan;
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g. menyusun pedoman, petunjuk teknis inspeksi proteksi
kebakaran, penyuluhan publik mengenai kebakaran,
serta sarana dan prasarana pemadam kebakaran;

h. melaksanakan koordinasi/kerja sama dan kemitraan
dengan unit kerjaZinstansi/lembaga di Bidang Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan;

J.  melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan
lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam
rangka pelaksanaan tugas dan fungsi

k. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuali
ketentuan peraturan perundang-undangan;

I. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Bidang
pemadam Kebakaran dan penyelamatan serta memberi
saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusan kebijakan; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan
atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5.1 Seksi Pencegahan
Seksi Pencegahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang
mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemadam
Kebakaran dalam melakukan penyiapan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang
pencegahan. Uraian tugas Kepala Seksi Pencegahan,
meliputi:

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pencegahan
Kebakaran sebagai pedoman dalam pelaksanaan
tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan
Tugas,

Cc. memantau, mengawasi dan mengevaluasi
pelaksanaan Tugas dalam lingkungan  Seksi
Kerjasama untuk mengetahui perkembangan

pelaksanaan Tugas;
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d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf
dan/atau menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;

f. melakukan Pencegahan kebakaran dalam daerah
Kabupaten/Kota;

g. melakukan Penanganan bahan berbahaya dan
beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota;

h. melaksanakan Pembinaan aparatur pemadam
kebakaran;

i. melakukan Penyelenggaraan kerjasama dan
koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga
dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan,
penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non
kebakaran;

J. melaksanakan Pemberdayaan masyarakat dalam
pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui
sosialisasi dan edukasi;

k. melakukan Pembentukan dan pembinaan relawan
pemadam kebakaran;

I. menyusun bahan kebijakan teknis kegiatan inspeksi
proteksi kebakaran;

m. melakukan pendataan jumlah sarana proteksi
kebakaran, pengawasan dan penelitian terhadap
kualitas sarana sistem  proteksi kebakaran,
pengolahan data daerah rawan kebakaran.

n. melakukan kegiatan pencegahan kebakaran seperti
pengawasan dan pengendalian bahan berbahaya dan
beracun yang mudah terbakar, penyelidikan sebab
kebakaran, penegakan peraturan, dan lain-lain.

o. melakukan pengawasan pengendalian operasional
kegiatan inspeksi proteksi kebakaran;

p. melakukan koordinasi kegiatan pencegahan dengan
sub unit kerja lain di lingkungan Satuan serta dengan

institusi terkait
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g. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan,
pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang
pencegahan;

r. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan
lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah
dalam rangka pelaksanaan tugas;

s. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

t. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi
Pencegahan dan memberi saran pertimbangan kepada
atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

u. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan
atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5.2 Seksi Pemadaman dan Evakuasi

Seksi Pemadaman dan Evakuasi dipimpin oleh Kepala

Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang

Pemadam Kebakaran dalam melakukan penyiapan bahan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis

penyuluhan publik. Uraian tugas Kepala Seksi

Pemadaman dan Evakuasi meliputi:

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Seksi Pemadaman
dan Evakuasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan
tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan
Tugas,

C. memantau, mengawasi dan mengevaluasi
pelaksanaan Tugas dalam lingkungan  Seksi
Kerjasama untuk mengetahui perkembangan
pelaksanaan Tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf
dan/atau menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;

f. melakukan Pemadaman dan pengendalian kebakaran

dalam daerah Kabupaten/Kota;
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g. melakukan Penyelamatan dan evakuasi korban
kebakaran dan non kebakaran;

h. melakukan Investigasi kejadian kebakaran, meliputi
penelitian dan pengujian penyebab kejadian
kebakaran;

i. melakukan operasi pencarian dan pertolongan pada
peristiva yang menimpa, membahayakan, dan
atau/mengancam keselamatan manusia;

J. melakukan Pembinaan aparatur pencarian dan
pertolongan terhadap kondisi membahayakan
manusia, penyelamatan; dan

k. menyusun bahan kebijakan teknis kegiatan
Pemadaman dan Evakuasi;

I. melakukan pengawasan pengendalian operasional
kegiatan Seksi Pemadaman dan Evakuasi;

m. melakukan koordinasi kegiatan Pemadaman dan
Evakuasi dengan sub unit kerja lain di lingkungan
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
serta dengan institusi terkait;

n. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan,
pengendlian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang
pemadaman dan evakuasi;

o. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan
lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah
dalam rangka pelaksanaan tugas;

p. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuali
ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi
Pemadaman dan Evakuasi dan memberi saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusan kebijakan; dan

r. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan

atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
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5.3 Seksi Sarana dan Prasarana

Seksi Sarana dan Prasarana dipimpin oleh Kepala Seksi

yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang

Pemadam Kebakaran dalam melakukan penyiapan bahan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis sarana

dan prasarana. Uraian tugas Kepala Seksi Sarana dan

Prasarana, meliputi:

a. menyusun rencana kegiatan sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan
Tugas,

C. memantau, mengawasi dan mengevaluasi
pelaksanaan Tugas dalam lingkungan  Seksi
Kerjasama untuk mengetahui perkembangan
pelaksanaan Tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf
dan/atau menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;

f. melakukan Standarisasi sarana dan prasarana
pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat
pelindung diri;

g. menyusun rencana Pengadaan sarana dan prasarana
pencegahan, dan penanggulangan kebakaran dan alat
pelindung diri;

h. menyusun Pengelolaan Sistem Komunikasi dan
Informasi Kebakaran dan penyelamatan;

i. melakukan Pendataan sarana prasarana proteksi
kebakaran;

J.  melakukan Penilaian sarana dan prasarana proteksi
kebakaran;

kK. menyusun Dukungan pemberdayaan
masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui

penyediaan sarana dan prasarana,;
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I. melakukan Standarisasi sarana dan prasarana
pencarian dan pertolongan terhadap kondisi
membahayakan;

m. menyusun rencana Pengadaan sarana dan prasarana
pencarian dan pertolongan terhadap kondisi
membahayakan;

n. menyusun bahan kebijakan teknis kegiatan sarana
dan prasarana,;

0. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan
norma, pedoman, dan petunjuk operasional peralatan
dan perlengkapan pemadam kebakaran;

p. melakukan penataan, pengaturan penyimpanan dan
peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran;

g. melakukan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana pendukung pencegahan / pemadaman /
penyelamatan kebakaran;

r. melakukan koordinasi kegiatan pengadaan dan
pemeliharaan sarana dan prasarana dengan sub unit
kerja lain di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran serta dengan institusi
terkait;

s. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan,
pengendlian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang
Sarana dan Prasarana;

t. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan
lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah
dalam rangka pelaksanaan tugas;

u. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuali
ketentuan peraturan perundang-undangan;

V. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi
Sarana dan Prasarana dan memberi saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan

perumusan kebijakan; dan
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w. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan

atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk lebih jelasnya, struktur organisasi Satpol PP,

Damkar dan Penyelamatan adalah sebagai berikut :
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2.2 Sumber

Daya Satuan Polisi

Kebakaran dan Penyelamatan

2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Pamong Praja,

Pemadam

Untuk kelancaran Pelaksanaan tugas dan Pemberian

Pelayanan pada masyarakat, maka Satuan Polisi Pamong

Praja,

Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang

merupakan salah satu unsur Penunjang Pemerintah

Daerah dalam Perencanaan Pembangunan, membutuhkan

sumber daya manusia yang seharusnya melebihi standar.

Keadaan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja,

Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan digambarkan

sebagai berikut:
2.2.1.1 Berdasarkan tingkat Pendidikan

Tabel 2.1
TINGKAT

NO PENDIDIKAN JUMLAH KET.

1 | Strata Dua (S2) | 3 Orang PNS

5 Strata 1( S1) 48 Orang 22 Orang PNS, 26 Orang
(NonPNS)

3 | D3 4 Orang NonPNS

4 | D2 2 Orang Non PNS

5 SLTA/Sederajat | 427 Orang | 26 Orang (PNS), 401 Orang
(NonPNS)

6 | SLTP/Sederjat 9 Orang Non PNS

7 | SD - -

8 | Paket B 1 Orang 1 Non PNS

9 | Paket C 21 Orang | 2 Orang (PNS), 19 Non PNS

JUMLAH 515 Orang
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2.2.1.2 Berdasarkan bidang tugasnya

Table 2.2
No Bidang Tugas Jumlah Ket
1. | Kepala Satuan 1 Orang Pembina Utama
Muda/1Vc

2. | Sekretaris 1 Orang Pembina /1Va

3. | Kasubag Program 1 Orang Penata Muda Tk.1/ Illb

4. | Kasubag Keuangan 1 Orang Penata/ llic

5. | Kasubag Umum, 1 Orang Penata Muda /llla
Kepegawaian dan Hukum (PIt)

6. | Kepala Bidang Penegakan 1 Orang Penata Tk. 1/111d
Perda

7. | Kepala Seksi Penyelidikan 1 Orang Penata Tk.1/111d
dan Penyidikan

8. | Kepala Seksi Pembinaan dan | 1 Orang Penata /llic
Pengawasan

9. | Kepala Seksi Penyuluhan 1 Orang Pembina /1Va

10. | Kepala Bidang Ketentraman | 1 Orang Penata Tk.1/111d
dan Ketertiban Umum

11. | Kepala Seksi Operasi dan 1 Orang Penata/lllc
Pengendalian

12. | Kepala Seksi Kerjasama 1 Orang Penata /llic

13. | Kepala Seksi Perlindungan 1 Orang Penata Tk. 1/111d
Masyarakat

14. | Kepala Bidang Pemadam 1 Orang Penata Tk. 1/111d
Kebakaran

15. | Kepala Seksi Pencegahan 1 Orang Penata,lll/c

16. | Kepala Seksi Pemadaman 1 Orang Penata/lllc
dan Evakuasi

17. | Kepala Seksi Sarana dan 1 Orang Penata Tk.1/1llc
Prasarana

JUMLAH 17 Rang

[RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN

TAHUN 2021-2026]

50




2.2.1.3 Berdasarkan Pangkat/Golongan

Table 2.3
No Pangkat/Golongan Jumlah Ket
1 | Pembina Utama Muda/lv c | 1 orang PNS
2 | Pembina/lv a 2 orang PNS
3 | PenataTk. I/ 111 d 9 orang PNS
4 |Penata/ lll c 7 Orang PNS
5 | PenataMuda Tk. I Z 1l b 2 Orang PNS
6 | Penata Muda/ Ill a 18 orang PNS
7 | Pengatur Tk. 1/11d 8 orang PNS
8 | Pengatur /Il c 1 Orang PNS
9 | Pengatur Muda Tk.l /11 b 3 Orang PNS
10 | Pengatur Muda /11 a - -
JUMLAH 51 orang
2.2.1.4 Berdasarkan Jenis Kelamin
Table 2.4
No Jenis Kelamin Jumlah KET.
1 Laki-Laki 435 Orang 43 PNS, 391
Non PNS
2 Perempuan 80 Orang 9 PNS, 47
Non PNS
JUMLAH 515 Orang

2.2.1.5 Peralatan (Sarana dan Prasarana)

Dalam mendukung tugas administrasi dan operasional

di lapangan, Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran

dan Penyelamatan memiliki sarana dan Prasarana, yaitu :
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Tabel 2.5

NO | SARANA DAN PRASARANA | JUMLAH KETERANGAN
1 | Gedung Kantor 7 unit Kantor, Pagar dan
Khusus Merokok
2 | Truck + Attachment 1 unit Baik
3 | Pick Up 3 unit 2 Baik, 1 Rusak
Berat
4 Mobil Pemadam 8 unit 6 Baik, 2 Rusak
Berat
5 Mini Bus 1 Unit Baik
6 | Sepeda Motor 15 unit Baik
7 | P.C Unit/Komputer 11 unit 6 Baik, 5 Rusak
Berat
8 | Notebook 1 unit Rusak Berat
9 Printer 28 unit 13 Baik, 15 Rusak
Berat
10 | Laptop 19 unit 12 Baik, 3 Rusak
Berat
11 | Meja Biro 27 unit 21 Baik, 6 Rusak
Berat
12 | Meja Kerja 32 unit 27 Baik, 5 Rusak
Berat
13 | Meja Kerja Pejabat Eselon | 1 unit Baik
[
14 | Handy Cam 1 unit Rusak Berat
15 | Kamera Elektronik 6 unit 4 Baik, 2 Rusak
Berat
16 | Lemari Arsip untuk 12 unit 2 Baik, 10 Rusak
Dinamis Berat
17 | Lemari dan Arsip Pejabat | 1 unit Baik
Lain-lain
18 | Lemari Buku untuk 1 unit Baik
Perpustakaan
19 | Lemari Kayu 5 unit 1 Baik, 4 Rusak
Berat
20 | AC 10 unit Baik
21 | Pesawat Telpon 1 unit Rusak Berat
22 | Kursi Putar 10 Unit 4 Baik, 6 Rusak
Berat
23 | Kursi Tamu 1 unit Rusak Berat
24 | Televisi 9 unit 5 Baik, 4 Rusak
Berat
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NO | SARANA DAN PRASARANA | JUMLAH KETERANGAN
25 | Peralatan Antena UHF 2 unit Baik
Lain-lain
26 | Lemari ES 1 unit Baik
27 | Kapal Patroli Pantai 2 Unit Rusak Berat
28 | Handy Talky ( HT) 49 unit 18 Baik, 31 Rusak
Berat
29 | Alat Komunikasi Lain- 4 unit 4 Rusak Berat
lain
30 | Alat Komunikasi Radio 2 unit 2 Rusak Berat
VHF Lain-lain
31 | Power Suplai 1 unit Rusak Berat
32 | Kursi Rapat 214 unit | 174 Baik, 40 Rusak
Berat
33 | Kursi Kerja Pejabat 3 unit Baik
Eselon 111
34 | Dispencer 3 unit Rusak Berat
35 | Mesin Ketik Manual 4 unit Rusak Berat
Standar (14 -16)
36 | Kursi 1 unit Rusak Berat
Kayu/Rotan/Bambu
37 | Lemari Besi 6 unit Baik
38 | Rak Kayu 1 unit Rusak Berat
39 | Faxmile 1 unit Rusak Berat
40 | Brand Kas 1 unit Baik
41 | Lemari Kaca 1 unit Baik
42 | Kompor Gas 1 unit Baik
43 | Jam Elektronik 2 unit Rusak Berat
44 | Sofa 1 unit Baik
45 | Kaca Bening 2 unit Rusak Berat
46 | Radio 5 unit Rusak Berat
47 | Sound Sistem 2 unit 1 Baik, 1 Rusak
Berat
48 | Kursi Tamu di Ruangan 1 unit Baik
Pejabat Lain-lain
49 | Layar Proyektor 1 unit Baik
50 | Tameng Fiber/Mika 30 unit 28 Baik, 2 Rusak
Berat
51 | Bangunan Gedung 1 unit Baik (Mako)
Kantor Permanen
52 | Konstruksi Pagar 1 unit Baik
53 | Filing Besi 7 unit Baik
54 | Mesin Absensi 1 unit Baik
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NO | SARANA DAN PRASARANA | JUMLAH KETERANGAN
55 | Kursi Lipat 10 unit Rusak Berat
56 | Megaphone 2 unit Baik
57 | Slide Projektor 5 unit 3 Baik, Rusak Berat
2
58 | Alat Keamanan ( Tabung | 17 unit Baik
Apar)
59 | Alat Perlindungan Lain — | 8 unit Baik
lain ( APAR 6 Kg )
60 | Lampu Sirine Tiga Warna | 3 unit Baik
61 | Alat Perlindungan Lain - | 1 unit Baik
Lain ( Baju Anti Api )
62 | Kursi Kerja 16 unit Baik
63 | Rak TV 3 unit Baik
64 | Bangunan Gedung 4 unit Mako
Kantor Lain - Lain ( Bontoharu
Bangunan Khusus Buki
Merokok )
65 | Bangunan Gedung 2 unit Mako
Kantor Lain - lain ( Bak
Penampung Air Pemadam
Kebakaran )
66 | Mesin Pompa Air 6 unit Baik
67 | Alat Pemadam Kebakaran | 3 unit Baik
Lain- lain ( Nozzel )
68 | Selang Penyemprot Air 6 unit Baik
69 | Selang Penghisap Air 2 unit Baik
70 | Meja Kerja Pejabat Eselon | 1 unit Baik
11
71 | Meja Kerja Pejabat Lain — | 2 unit Rusak Berat
lain
72 | Meja Rapat Pejabat 2 unit Baik
Eselon 111
73 | Kursi Kerja Pejabat 1 unit Baik
Eselon 11

Sebagaimana pemaparan di atas, ditinjau dari segi

kuantitas terlihat bahwa jumlah Pegawai Satuan Polisi

Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

belum memadai mengingat bahwa tugas Satuan Polisi

Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
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adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang
Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penegakan
Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati serta tanggap
terhadap bencana kebakaran, yang lingkup tugasnya
mencakup seluruh Kabupaten Kepulauan Selayar.

Sementara semakin banyaknya Produk Hukum
berupa Peraturan Daerah yang secara tidak langsung
Penegakannya menjadi tanggung jawab Satuan Polisi
Pamong Praja sebagai Aparat Penegak Peraturan Daerah,
yang mana tidak seimbang dengan kualitas sumber daya
manusia yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja,
Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Ditambah lagi
tugas di bidang pemadam kebakaran yang harus siap
siaga ketika kebakaran terjadi.

2.3 Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam

Kebakaran dan Penyelamatan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi
Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
mengedepankan kepada indikator Kkinerja kunci atau
menggunakan standar pelayanan dengan faktor kunci

keberhasilan sebagaimana yang tertuang dalam tabel berikut:
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Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kabupaten Kepulauan Selayar

) L Target
Indikator Kinerja Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- Realisasi Capaian Tahun Ke- Rasio Capaian Pada Tahun Ke-

i Indika
Sesuai Tugas Dan Target Target

tor
Fungsi Perangkat SPM IKK )
Lainn

Daerah 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
ya

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Rasio Jumlah
Polisi Pamong
Praja per 10.000
Penduduk

- 34% - 19,88 23,41 26,94 30,47 34,00 13,22 13,38 11,69 19,02 19,92 0,66 0,57 0,43 0.62 0,58

Jumlah Linmas per
jumlah 10.000 - 46,83% - 46,83 46,83 46,83 46,83 46,83 46,65 46,23 45,72 45,41 45,37 0,99 0,98 0,97 0,96 0,96
Penduduk

Rasio pos
siskamling per
umiah - 0,34% - 0,14 0,31 0,31 0,34 0,34 0,14 0,31 0,31 0,34 0,34 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
jumlal

desa/kelurahan

Cakupan petugas
Perlindungan 1,48% 1,48 1,48 1,48 1,48 1,45 1,46 1,47 0,97 0,98 0,99
- s 0 - s s s s s s s s s s
Masyarakat 1,48 1,45 1,45 0,97 0,97

(Linmas)

Cakupan patroli
- 1 Kali - 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

petugas Satpol PP

Tingkat
Penyelesaian 100% 96,08% - 89,29 89,29 96,08 96,08 96,08 82,5 89,29 100 100 100 0,92 1,00 1,04 1,04 1,04
pelanggaran K3
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(ketertiban,
ketentraman,
keindahan)

Cakupan
Pelayanan
Bencana
Kebakaran
Kabupaten

91,11%

40%

40

40

40

40

40

10,1

10,1

18,5

18,5

33,67

0,28

0,28

0,43

0,43

0,65

Tingkat Waktu
Tanggap (response
time rate) daerah
layanan Wilayah
Manajemen
Kebakaran (WMK)

11,95%

90%

90

90

90

90

90

30

30

42

62

80

0,33

0,33

0,46

0,68

0,88

Persentase
Penegakan PERDA

33%

100%

100

100

100

100

100

93,75

100

100

100

100

0,93

1,00

1,00

1,00

1,00

10

Angka Kriminalitas

yang tertangani

0,070

0,065

0,035

0,0040

37,23

36,84

6,93

22,93

10,65

0,37

0,36

0,6

0,22

0,10
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Tabel 2.6 di atas memperlihatkan bahwa tingkat capaian yang
diperoleh dari setiap indikator kinerja utama masing-masing sasaran
bervariasi. Ada yang belum mencapai target yang ditetapkan
namun ada pula yang melampaui target. Dari tabel tersebut
terlihat bahwa tingkat pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan
Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
pada akhir periode yaitu tahun anggaran 2020 sebagai berikut :
1. Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target 100%

ditunjukan pada indikator Tingkat Penyelesaian pelanggaran

K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) dengan capaian

kinerja 104%.

2. Capaian kinerja yang sesuai target 100% ditunjukan pada
indikator Rasio Pos Siskamling per jumlah Desa/Kelurahan,
Cakupan Patroli Petugas Satpol PP, dan Persentase
Penegakan Perda.

3. Capaian kinerja yang tidak mencapai target 100%
ditunjukan pada indikator :

a. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk,

dengan capaian kinerja sebesar 58,6%.

b. Jumlah Linmas per jumlah 10.000 Penduduk, dengan
capaian kinerja 96,8%.

c. Cakupan Petugas Linmas, dengan capaian indikator
99%.

d. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten,
dengan capaian indikator 65,15%.

e. Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) daerah
layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK), dengan
capaian indikator 88,89%.

f. Angka Kriminalitas yang Tertangani, dengan capaian
indikator 10,65%.

Adapun faktor pendukung keberhasilan indikator yang

telah mencapai target, yaitu:
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1. Komitmen yang tinggi dari Kepala Satuan yang diikuti
seluruh jajaran OPD di dalam pencapaian target indikator
Kinerja.

2. Adanya koordinasi dan kerja sama yang baik dengan OPD
teknis serta jajaran TNI/Polri, dan stakeholder terkait di
dalam pelaksanaan tugas.

3. Adanya peraturan / perundang-undangan yang mendukung
Tupoksi Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan dalam
penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta
perlindungan masyarakat maupun dalam melaksanakan
penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
Berkenaan dengan beberapa indikator yang belum

mencapai target dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Minimnya dukungan SDM aparatur Satpol PP yang ada.

2. Keterbatasan Personil Satpol PP dalam meningkatkan
kesadaran masyarakat dan personil linmas dalam menjaga
ketentraman dan ketertiban umum.

3. Keterbatasan anggaran terhadap indikator-indikator yang
dilakukan.

4. Minimnya sarana dan prasarana pendukung

program/kegiatan.

Analisa atas pencapaian Kinerja pelayanan di atas adalah
sebagai berikut:
1. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 penduduk

Jumlah Polisi Pamong Praja dihitung dari jumlah
aparatur pada Satuan Polisi Pamong Praja yang ditetapkan
tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-
undangan. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja menggambarkan
kapasitas Pemerintah Daerah dalam memelihara dan
menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum,
menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Semakin besar rasio jumlah Polisi Pamong Praja, maka akan
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semakin besar ketersediaan Polisi Pamong Praja yang dimiliki
Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan penunjang

penyelenggaraan pemerintah daerah.

Tabel 2.7
Rasio Jumah Satpol PP Per 10.000 Penduduk

2016 2017 2018 2019 2020
Jum. Polisi Pamong
. Orang 174 178 183 258 273
Praja
Jumlah Penduduk Orang 131.605 133.003 134.280 135.642 137.071
Per 10.000
Rasio 13,22 13,38 11,69 19,02 19,92
Penduduk

2. Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan
warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan
dan keterampilan guna membantu pelaksanaan tugas kegiatan
penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil
akibat bencana, serta ikut membantu memelihara keamanan,
ketentraman, ketertiban masyarakat dan kegiatan sosial
kemasyarakatan.

Semakin besar rasio jumlah linmas maka akan semakin
besar ketersediaan linmas yang dimiliki Pemerintah Daerah
dalam memberikan pelayanan dalam upaya pemeliharaan

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
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Tabel 2.8
Rasio Jumah Linmas Per 10.000 Penduduk

2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah Linmas Orang 614 614 614 616 622
Jumlah Penduduk Orang 131.605 133.003 134.280 135.642 137.071
i Per 10.000
Rasio 46,65 46,23 45,72 45,41 45,37
Penduduk

Jumlah Linmas yang ada saat ini adalah jumlah
berdasarkan TPS yang hanya bertugas saat Pilkada, Pileg dan
Pemilu, kedepannya akan dimaksimalkan peran serta satuan
Linmas dalam membantu pelaksanaan kegiatan penanganan
bencana guna memperkecil akibat dari bencana, serta ikut
membantu dalam memelihara keamanan, Kketertiban,
ketentraman masyarakat dan kegiatan sosial kemasyarakatan

lainnya.
3. Rasio Pos Siskamling per jumlah Desa/Kelurahan

Rasio pos kamling per jumlah desa/kelurahan adalah
perbandingan jumlah pos kamling selama 1 (satu) tahun
dengan jumlah desaZkelurahan. Rasio ini bertujuan untuk
menggambarkan ketersediaan pos kamling disetiap
desa/kelurahan.

Tabel 2.9
Jumah Pos Kamling Per Desa / Kelurahan

2016 2017 2018 2019 2020

Jumlah Pos Kamling Unit 12 27 27 30 30
Jumlah Desa

88 88 88 88 88
/Kelurahan
Rasio 0,14 0,31 0,31 0,34 0,34
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4. Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala

Daerah di dapat dengan menggunakan rumus :

3 pelanggaran perda/perkada yg diselesaikan

X 106%

3 pelanggaran perda/perkada yg dilaporkan/ dipantau

Cakupan penyelesaian pelanggaran perda adalah
merupakan standar pencapaian minimal yang dibebankan
pada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan
Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 yang
mana tahun pencapaian yakni tahun 2020 ditargetkan sebesar
100%.

Pada tahun 2016 jumlah kasus yang diselesaikan adalah
sebanyak 68 kasus segingga persentse 100% dan tahun 2017
jumlah kasus yang diselesaikan adalah sebanyak 364 kasus
persentase penyelesaian pelanggaran perda sebesar 100% dan
tahun 2018 jumlah kasus yang diselesaikan adalah sebanyak
173 kasus persentase penyelesaian pelanggaran perda sebesar
100% serta tahun 2019 jumlah kasus yang diselesaikan
adalah sebanyak 118 kasus presentase penyelesaian
pelanggaran perda sebesar 100%, sedangkan pada tahun 2020
jumlah kasus yang diselesaikan adalah sebanyak 108 kasus
presentase pelanggaran perda juga sebesar 100%.

Tabel 2.10
Cakupan Penegakan Perda

Bidang/ Urusan & Tahun
_ - Satuan
Indikator Kinerja 2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah Penyelenggaraan
Penegakan Perda dan Kasus 68 364 173 118 108
Perkada

Jumlah Pelanggaran
Kasus 68 364 173 118 108
Perda dan Perkada

Rasio % 100 100 100 100 100
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5. Cakupan Patroli Petugas Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan
Patroli adalah merupakan standar pencapaian minimal
yang dibebankan pada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar
berdasarkan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun
2012 yang mana untuk tahun 2016 cakupan patroli petugas
Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan dilaksanakan sebanyak 2 kali dalam sehari

untuk semua wilayah kecamatan dengan rumus :

> kelomp. patroli dikalikan 1 patroli dim sehari

Rasio=

.. kelompok kecamatan (jumlah kecamatan)

Patroli dilakukan pada lokasi yang sangat memerlukan
pantauan, antara lain:
a. Tempat-tempat atau lokasi yang dianggap rawan;
b. Antar batas wilayah; dan

c. Tempat keramaian/hiburan

Apabila telah tercipta kondisi 1 (satu) kali patroli dalam
sehari di seluruh kecamatan pada kabupaten/kota, maka
kinerja minimal dari pelaksanaan patroli tersebut telah
dianggap terpenuhi.

Untuk tahun 2020, pencapaian Satuan Polisi Pamong
Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan terhadap
indikator tersebut adalah sebesar 100% (1 kali dalam sehari).
Jumlah tersebut diperoleh dari pelaksanaan patroli wilayah
yang dilakukan anggota Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar
yang terbagi kedalam 11 Kelompok patroli untuk 11

kecamatan.
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Tabel 2.11
Cakupan Patroli Satpol PP

Bidang/ Urusan &

Indikator Kinerja UL

2016 2017 2018 2019 2020

Banyaknya

kelompok patroli

dikalikan 1 kali Kelompok 11 11 11 11 11
patroli dalam

sehari

Banyaknya

kelompok Kecamata
kecamatan (jml n
kecamatan)

11 11 11 11 11

100 100 100 100 100

Rasio % (1 kali) (1kali) (1kali) (1kali) (ikali)

6. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman
dan keindahan)

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 adalah jumlah
pelanggaran k3 yang dapat diselesaikan. Capaian indikator
tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman
dan keindahan) merupakan perhitungan pelanggaran K3 yang
terselesaikan dibagi pelanggaran K3 vyang dilapokan
masyarakat dari hasil operasi terkait, dikali 100 %. Pada tahun
2016-2020, Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban,

ketentraman dan keindahan) sebanyak 100%.

Tabel 2.12
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3

2016 2017 2018 2019 2020

Jumlah Penyelesaian

Kasus 66 325 100 100 100
Pelanggaran K3
Jumlah Pelanggaran

Kasus 80 364 100 100 100
K3
Rasio % 82,50 89,29 100 100 100

7. Cakupan petugas linmas di kabupaten
Cakupan petugas linmas di kabupaten adalah merupakan

standar pencapaian minimal yang dibebankan pada Satuan
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Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Peraturan menteri
Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 dengan rumus jumlah

satuan linmas dibagi dengan jumlah RT :

> satuan
Rasio=

> RT

Perubahan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong
Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten
Kepulauan Selayar dari Tipe B menjadi Tipe A tahun 2017
diikuti dengan beralihnya bidang perlindungan masyarakat
(Linmas) yang sebelumnya berada pada Kesbangpol ke Satuan
Polisi Pamong Praja. Data Linmas yang diperoleh berdasarkan
jumlah TPS dan hanya bertugas saat Pilkada, Pileg dan Pemilu.
Pada tahun 2016 jumlah petugas linmas adalah sebanyak 614
orang dari total rumah tangga 422 sehingga persentasenya
mencapai 1,45 %. Pada tahun 2017 jumlah petugas linmas
tetap, yaitu sebanyak 614 orang dari total rumah tangga 422
sehingga persentasenya mencapai 1,45 %. Pada tahun 2018
jumlah petugas linmas adalah sebanyak 614 orang dari total
rumah tangga 422 sehingga persentasenya mencapai 1,45 %.
Sedangkan pada tahun 2019 jumlah petugas linmas adalah
sebanyak 616 orang dari total rumah tangga 422 sehingga
persentasenya mencapai 1,46 %, Pada tahun 2020 jumlah
petugas linmas adalah sebanyak 622 orang dari total rumah
tangga 422 sehingga persentasenya mencapai 1,47 %.
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Tabel 2.13
Cakupan petugas linmas

Bidang/ Urusan &

Indikator Kinerja 2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah Satuan
) Orang
Linmas 614 614 614 616 622
Jumlah RT RT 422 422 422 422 422
Rasio 1,45 1,45 1,45 1,46 1,47

8. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran

Cakupan pelayanan bencana kebakaran atau disebut
penanggulangan kebakaran adalah sumber daya yang
berpotensi kebakaran yang perlu mendapat perlindungan dari
bahaya kebakaran dengan membentuk wilayah manajemen
kebakaran, selanjutnya disingkat WMK oleh daerah provinsi
dan kabupaten/kota sesuai wilayah yurisdik urusan
pemerintahannya.

Cakupan pelayanan penanggulangan kebakaran
merupakan standar pencapaian minimal yang dibebankan
pada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan
Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 dengan
rumus jumlah Luas WMK Kabupaten/Kota dibagi dengan

jumlah Luas potensi ancaman kebakaran kabupaten/kota :

jumlah Luas WMK kabupaten/kota

jumlah luas potensi ancaman  kebakaran X 100%

kabupaten/kota

Pemadam Kebakaran baru bergabung dengan Satuan
Polisi Pamong Praja Pada tahun 2017, sehingga Data SPM
Pemadam Kebakaran Tahun 2011-2015 diperoleh dari BPBD
(Badan Penanggulangan Bencana Daerah). Pada tahun 2016-

2017 jumlah luas WMK (luas lingkaran) sebanyak 154 dan luas
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potensi kebakaran sebanyak 1357, sehingga cakupan
pelayanan bencana kebakaran mencapai 11,35 %. Sedangkan
tahun 2018-2019 jumlah luas WMK (luas lingkaran) sebanyak
238 dan luas potensi kebakaran sebanyak 1357, sehingga
cakupan pelayanan bencana kebakaran mencapai 17,53 %.

Tabel 2.14
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran

Bidang/ Urusan &

Satuan

Indikator Kinerja 2018 2019
jumlah luas WMK 137 137 251 251 457
luas potensi
1357 1357 1357 1357 1357
kebakaran
Rasio % 10,1 10,1 18,5 18,5 33,67

Pada tahun 2020 jumlah luas WMK (luas lingkaran)
sebanyak 353,6 dan luas potensi kebakaran sebanyak 1357,
sehingga Cakupan pelayanan bencana kebakaran hanya
mencapai 26,06% karena wilayah manajemen kebakaran yang
bisa tertangani tidak sampai seperempat luas potensi
kebakaran. Sarana dan prasarana, sumber daya aparatur serta
belum adanya UPTD menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas
pemadam kebakaran.

9. Tingkat Waktu Tanggap

Tingkat waktu tanggap daerah layanan WMK adalah
pelayanan pemadam kebakaran pada saat tanggap darurat
yang efektif, dan bereaksi cepat dan tepat tiba dilokasi kejadian
kebakaran untuk pengurangan resiko kebakaran dengan waktu
minimal yang diperlukan, dimulai saat menerima informasi dari
warga/penduduk sampai tiba di tempat kejadian kebakaran,
yang langsung melakukan tindakan pemadaman api,
penyelamatan jiwa dan harta benda.
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Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah
layanan WMK adalah rasio antara kejadian kebakaran yang
tertangani dalam waktu tidak lebih dari 15 (lima belas) menit
tingkat waktu tanggap kebakaran pada pemukiman, bangunan
gedung, pabrik/industri dan tidak lebih dari 60 (enam puluh)
menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada kawasan hutan
dan lahan dengan jumlah kejadian kebakaran di WMK.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69
Tahun 2012, tingkat waktu tanggap dengan rumus jumlah
kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu
tanggap dibagi jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan
WMK :

Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu
tanggap
X 100 %

Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK
D

ada tahun 2011-2015, tingkat waktu tanggap pemadam
kebakaran (saat masih bergabung dengan BPBD) mencapai
100%. Pada tahun 2017, jumlah kasus kebakaran di WMK
yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap yaitu sebanyak
30 kasus dengan jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan
WMK adalah 30 kasus. Pada tahun 2018, jumlah kasus
kebakaran di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu
tanggap adalah sebanyak 42 kasus dengan jumlah kasus
kebakaran dalam jangkauan WMK adalah 42 kasus. Pada
tahun 2019, jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani
dalam tingkat waktu tanggap adalah sebanyak 62 kasus
dengan jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK
adalah 62 kasus. Sedangkan Pada tahun 2020, jumlah kasus
kebakaran di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu
tanggap adalah sebanyak 80 kasus dengan jumlah kasus

kebakaran dalam jangkauan WMK adalah 80 kasus.
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Tabel 2.15
Cakupan Tingkat Waktu Tanggap

Bidang/ Urusan & Satuan Tahun
Indikator Kinerja 2016 2017 2018 2019 2020

jumlah Kasus
kebakaran di WMK

yang tertangani 12 13 17 49 36

dalam tingkat waktu

tanggap

Jumlah kasus

kebakaran dalam 42 44 41 79 45

jangkau WMK

Rasio % 30 30 42 62 80
Tabel 2.16

Cakupan Tingkat Waktu Tanggap Berdasarkan Target dan
Realisasi Jumlah Kebakaran

Bidang/ Urusan & Tahun
. . . Satuan

Indikator Kinerja 2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah Target
Kasus kebakaran 90 90 90 90 90
di WMK
Jumlah Realisasi
kasus kebakaran 30 30 42 62 80
di WMK
Rasio % 33,33 33,33 46,67 68,89 88,89

10. Angka Kriminalitas yang tertangani

Kriminalitas adalah segala macam bentuk tindakan dan
perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis
yang melanggar hukum yang berlaku serta norma-norma sosil
dan agama. Angka kriminalitas merupakan suatu angka yang
menunjukkan kejadian kriminalitas yang terjadi pada suatu
waktu dan daerah tertentu. Tindak kejahatan/kriminalitas
dapat terjadi karena adanya kepincangan sosial, tekanan

mental, dan kebencian.
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Tabel 2.17
Angka Kriminalitas yang tertangani

Bidang/ Urusan &
Satuan

Indikator Kinerja 2016 2017 2018 2019
Angka Kriminalitas

. Kasus 79 59 8 29 12
yg tertangani
Jumlah
L Kasus 211 161 127 130 110
Kriminalitas
Rasio % 37,23 36,84 6,93 22,93 10,65
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Tabel T-C.24.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kabupaten Kepulauan Selayar

Anggaran pada Tahun ke-

Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-

Rata-Rata Pertumbuhan

|Perencanaan,
lpenganggaran, dan Evaluasi
[Kinerja Perangkat Daerah

10.000.000

31.750.000

10.000.000

10.000.000

17.000.000

9.792.000 31.750.000 9.954.000

8.875.000

16.599.300

98% 100% 100% 89% 98%

65.150.000

Uraian
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2006 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 Anggaran Realisasi
Belanja Tidak Langsung 1.865.050.000 3.231.100.000 4.333.100.000 8.149.678.000 8.094.160.000 1.617.240.463 2.886.529.132 3.055.719.693 7.953.781.025 7.924.351.606 8671 | so3s | 7052 | o759 | o790 5.134.617.600 5.085.055.693
Gaji dan Tunjangan 1.865.050.000 3.231.100.000 3.200.857.419 7.084.901.981 7.125.144.764 1.617.240.463 2.886.529.132 3.054.587.451 6.899.005.006 6.955.336.370 86,71 89,33 9543 | 9738 | 9762 4.501.410.833 4.451.848.925
;;;‘baha" Penghasilan 0 0 1.132.242.581 1.064.776.019 969.015.236 0 0 1.132.242.581 1.064.776.019 969.015.236 0 0 100 100 100 1.055.344.612 1.055.344.612
Belanja Langsung 2.635.598.050 2.560.949.189 97,17 2.635.598.050 2.560.949.189

63.690.860

Penyusunan Dokumen
perencanaan Perangkat
Daeran

5.000.000

5.000.000 4.992.000 - .- - 4.850.000

100% 97%

7.500.000

2.496.000

[Koordinasi dan Penyusunan
IDokumen RKAOSKPD

[Koordinasi dan Penyusunan
IDokumen Perubahan
IRKAOSKPD

[Koordinasi dan Penyusunan
IDPAOSKPD

[Koordinasi dan Penyusunan
|[Perubahan DPAOSKPD

[Koordinasi dan Penyusunan
lLaporan Capaian Kinerja dan
ikhtisar Realisasi Kinerja
ISKPD

5.000.000

17.075.000

5.000.000

5.000.000

6.000.000 4.800.000 17.075.000 4.987.000 4.250.000 5.774.300

96% 100% 100% 85% 96%

33.275.000

32.266.860

[Evaluasi Kinerja Perangkat
IDaerah

14.675.000

5.000.000

5.000.000

6.000.000 - 14.675.000 4.967.000 4.625.000 5.975.000

100% 99% 93% 100%

25.875.000

25.462.000

[Administrasi Keuangan
[Perangkat Daerah

927.076.633

2.121.566.000

3.208.418.000

4.143.576.560

4.377.000.000 909.758.803 2.110.474.300 3.115.945.000 4.113.131.510 4.358.681.216

98% 99% 97% 99% 100%

11.276.037.193

11.121.045.856

[Penyedian Gaji dan Tunjangan

[Penyedian Administrasi
[Pelaksanaan Tugas ASN

902.776.633

2.104.836.000

3.203.418.000

4.138.576.560

4.372.000.000 886.258.803 2.093.744.300 3.115.945.000 4.109.326.510 4.354.620.216

98% 99% 97% 99% 100%

11.224.007.193

11.076.198.656

[Pelaksanaan Penatausahaan
ldan Pengujian/verifikasi
[Keuangan SKPD

[Koordinasi dan Pelaksanaan
|lAkuntansi SKPD

[Koordinasi dan Penyusunan
lLaporan Keuangan Akhir
[Tahun SKPD

4.325.000

16.730.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000 4.325.000 16.730.000 - 3.805.000 4.061.000

100% 100% 76% 81%

10.276.250

25.875.250

[Pengelolaan dan Penyiapan
ldan Bahan Tanggapan
[Pemeriksaan

[Koordinasi dan Penyusunan
lLaporan Keuangan
[Bulanan/Triwulan/Semester
ISKPD

[Penyusunan Pelaporan dan
lanalis Proknosis Realisasi
langgaran

19.975.000

= 19.175.000 = = = =

19.975.000

19.175.000

IAdministrasi Barang Milik
IDaerah pada Perangkat
[Paerah

23.460.000

17.700.000 = = =

0% 75% 0% 0% 0%

23.460.000

17.700.000

[Penyusunan Perencanaan
[Kebutuhan Barang Milik
IDaerah SKPD

[Pengamanan Barang Millk
IDaerah SKPD




[Koordinasi dan Penilaian
Barang Milik daerah SKPD

dan
[Pengendalian Barang Milik
Daerah SkPD

[Rekonsiliasi dan Penyusunan
Laporan Barang Milik Daerah
lpada SKPD

23.460.000

17.700.000

75%

23.460.000

17.700.000

Penatausahaan Barang Milik
Daerah pada SKPD

[Pemantaatan Barang Milk
Daerah SkPD

[Administrasi Kepegawaian
[Perangkat Daerah

49.775.000

205.497.500

630.340.000

231.752.000

17.000.000

48.275.000

200.597.500

610.877.265

229.981.000

17.000.000

97%

98%

97%

99%

100%

1.120.764.500

1.093.130.765

[Peningkatan Sarana dan
Iprasarana disiplin pegawai

3.250.000

70.000.000

69.702.750

0%

100%

38.250.000

34.851.375

[Pengadaan Pakaian Dinas
Berserta Atribut
[elengkapannya

49.775.000

169.550.000

540.340.000

166.752.000

17.000.000

48.275.000

168.400.000

521.213.000

164.981.000

17.000.000

97%

99%

96%

99%

100%

929.817.000

906.269.000

[Pendataan dan pengolahan
ladministrasi kepegawaian

[Koordinasi dan pelaksanaan
[sistem informasi kepegawaian

[Monitoring, Evaluasi, dan
Penilaian Kinerja Pegawai

[Pemulangan Pegawai yang
[Pensiun

[Pemulangan Pegawai yang
[Meninggal dalam
Tugas

[Pemindahan Tugas ASN

[Pendidikan dan Pelatinan
IPegawai Berdasarkan Tugas
ldan Fungsi

32.697.500

20.000.000

65.000.000

32.197.500

19.961.515

65.000.000

98%

100%

100%

74.364.167

73.825.682

|Sosialisasi Peraturan
|[Perundangoundangan

[Bimbingan Teknis.
Peraturan
[Perundang0Undangan

[Administrasi Umum
[Perangkat Daerah

233.000.000

470.710.000

384.312.000

465.002.640

302.902.813

229.514.188

461.600.615

379.176.184

455.672.346

302.270.073

99%

98%

98%

1.613.605.203

1.586.417.348

Komponen instalasi
listrik/Penerangan Bangunan
[Kantor

[Penyedian Peralatan dan
IPerlengkapan kantor

[Penyediaan Peralatan Rumah
[Tangga

[Penyediaan Bahan Logistik
[Kantor

[Penyedian Barang Cetakan
ldan Pengadaan

[Penyedian Bahan Bacaan dan
[Peraturan Perundang 0
lUndangan

8.000.000

10.710.000

10.710.000

15.000.000

8.000.000

4.620.000

7.220.000

8.080.000

6.600.000

7.420.000

58%

67%

75%

44%

93%

46.020.000

28.004.000

[Penyediaan Bahan/Material

[Fasilitas Kunjungan Tamu

[Penyelengaraan Rapat
[Koordinasi dan Konsultasi
IskPD

225.000.000

460.000.000

373.602.000

450.002.640

294.902.813

224.894.188

454.380.615

371.096.184

449.072.346

294.850.073

100%

99%

99%

100%

100%

1.567.585.203

1558.413.348

Arsip
[Dinamis pada SKPD

[Dukungan Pelaksanaan
ISistem Pemerintahan Berbasis
[Eletronik pada SKPD

IPengadaan Barang Milik
IDaerah Penunjang urusan
Pemerintah Daerah

519.112.050

617.023.000

4.268.875.700

318.875.700

222.820.000

515.640.550

616.405.000

3.934.635.880

138.142.582

218.184.500

99%

100%

92%

43%

98%

5.768.450.450

5.248.460.912

[Pengadaan Kendaraan
[Perorangan Dinas atau
IKendaraan Dinas Jabatan

[Pengadaan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

277.480.000

4,000.000.000

27.220.000

277.480.000

3.854.635.880

27.220.000

100%

96%

100%

4.286.553.333

4.141.189.213

[Pengadaan Alat Besar

[Pengadaan Alat Angkutan
[Darat Tak Bermotor




[Pengadaan Mebel

90.900.000

40.000.000

50.000.000

25.000.000

90.900.000

40.000.000

50.000.000

22.601.000

100%

100%

100%

185.900.000

185.420.200

[Pengadaan Peralatan dan
Mesin Lainnya

145.163.000

57.100.000

30.000.000

145.145.000

56.145.000

30.000.000

100%

212.263.000

211.290.000

[Pengadaan Aset Tetap Lainnya

[Pengadaan Aset tak Berwujud

[Pengadaan Gedung Kantor
latau Bangunan Lainnya

515.212.050

4.380.000

178.875.700

178.875.700

511.890.550

4.380.000

100%

517.402.050

514.080.550

[Pengadaan Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

40.000.000

50.000.000

40.000.000

47.934.500

100%

65.000.000

63.967.250

[Pengadaan Sarana dan
Prasarana Pendukung Gedung
[Kantor atau Bangunan Lainnya

3.900.000

99.100.000

10.000.000

32.900.000

90.600.000

3.750.000

98.500.000

31.997.582

90.429.000

96%

99%

97%

100%

158.550.000

156.854.832

[Penyediaan Jasa Penunjang
|Urusan Pemerintahan
IDaerah

42.600.000

67.590.224

60.000.000

72.000.000

72.000.000

32.327.004

66.057.464

54.695.146

69.726.907

69.961.176

76%

96%

91%

97%

97%

256.590.224

235.798.756

Penyediaan Jasa Surat
Menyurat

[Penyediaan Jasa Komunikasi
[Sumber Daya Air dan Listrik

42.600.000

67.590.224

60.000.000

72.000.000

72.000.000

32.327.004

65.057.464

54.695.146

69.726.907

69.961.176

76%

96%

91%

256.590.224

235.798.756

[Penyediaan Jasa Peralatan
ldan Perlengkapan Kantor

[Penyediaan Jasa Pelayanan
lumum Kantor

[Pemeliharaan Barang Milik
[Daerah Penunjang Urusan
[Pemerintahan Daerah

121.000.000

251.700.000

160.000.000

171.000.000

193.227.820

108.949.500

244.239.785

159.950.305

170.861.817

192.931.686

90%

97%

100%

100%

100%

742.345.564

722.587.744

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
pemelinaraan dan Pajak
atau
[endaran Dinas Jabatan

101.000.000

231.700.000

150.000.000

171.000.000

193.227.820

96.249.500

231.014.785

149.950.305

170.861.817

192.931.686

95%

100%

100%

100%

100%

692.345.564

686.662.744

[Penyediaan Jasa
[Pemelinaraan, Biaya
[Pemelinaraan, Pajak dan
IPerizinan Kendaraan Dinas
|Operasional atau Lapangan

[Penyediaan Jasa
IPemeliharaan, Biaya
IPemeliharaan dan Perizinan
[Alat Besar

[Penyediaan Jasa
[Pemelinaraan, Biaya
[Pemeliharaan dan Perizinan
|Alat Angkutan Darat Tak
[Bermotor

[Pemeliharaan Mebel

[Pemeliharaan Peralatan dan
[Mesin Lainnya

[Pemeliharaan Aset Tetap
lLainnya

IPemeliharaan Aset Tak
IBerwujud

[Pemeliharaan/Rehabilitas
(Gedung Kantor dan Bangunan
lLainnya

20.000.000

10.000.000

10.000.000

12.700.000

9.975.000

10.000.000

64%

100%

100%

33.333.333

26.008.333

[Pemeliharaan/Rehabilitas
[Sarana dan Prasarana atau
[Bangunan Lainnya

[Pemeliharaan/Rehabiltasi
Isarana dan Prasarana
IPendukung Gedung Kantor
latau Bangunan Lainnya

10.000.000

3.250.000

33%

10.000.000

3.250.000

[Pemeliharaan/Rehabilitasi
[Tanah




[Penanganan Ganggunan
[Ketentraman dan Ketertiban
lUmum dalam 1 (satu)

[Daerah Kabupaten atau Kota

372.454.367

2.139.017.000

367.280.000

538.105.000

318.202.000

369.098.667

2.043.187.488

358.043.850

524.203.617

313.505.386

99%

96%

97%

99%

3.480.496.767

3.357.234.699

[Pencegahan Gangguan
[Ketentraman dan Ketertiban
[Umum Melalui Deteksi Dini
ldan Cegah Dini, Pembinaan
ldan Penyuluhan, Pelaksaan
Patroli, Pengamanan, dan
Pengawalan

242.850.000

1.513.658.000

217.580.000

192.405.000

184.650.000

241.035.000

1.452.565.000

215.097.650

183.981.250

181.170.000

99%

96%

99%

96%

98%

2.203.423.000

2.128.912.900

[Penindakan Atas Gangguan
[etentraman dan Ketertiban
Umum Berdasarkan Perda dan
Perkada Melalui Penertiban
ldan Penanganan Unjuk Rasa.
ldan Kerusuhan Massa

75.000.000

49.700.000

33.843.000

74.955.000

49.700.000

33.743.000

100%

100%

100%

135.981.000

135.902.667

[Koordinasi dan
Penyelanggaran Ketentraman
ldan Ketertiban Umum Serta
Perlindungan Masyarakat
[Tingkat

[Peberdayaan Perlidungan
Masyarakat dalam rangka
[Ketentraman dan Ketertiban
umum

10.000.000

10.000.000

100%

10.000.000

10.000.000

[Peningkatan Kapasitas SOM
|Satuan Polisi Pamong Praja
ldan Satuan Perlindungan
Masyarakat Termasuk dalam
Pelaksaan Tugas yang
[Bernuansa Hak Asasi Manusia

129.604.367

550.359.000

100.000.000

301.857.000

133.552.000

128.063.667

515.667.488

93.246.200

296.479.367

132.335.386

99%

94%

93%

1.108.530.767

1.059.923.799

[Kerja sama Antar Lembaga
ldan Kemitraan dalam Teknik
[Pencegahan dan Penanganan
IGangguan Ketentraman dan
IKetertiban Umum

[Pengadaan dan Pemeliharaan
[sarana dan Prasarana
[Ketenraman dan Ketertiban

Umum
[Penyusunan SOP Ketertiban
(Umum dan Ketentraman
Masyarakat

[Penyediaan Layanan dalam
[Rangka dampak Penegakan
Peraturan daerah dan Perkada

[Penegakan Peraturan
IDaerah Kabupaten/Kota dan
[Peraturan Bupati/Walikota

360.557.000

871.232.500

300.000.000

269.445.000

255.654.400

337.593.477

859.048.200

267.029.339

261.955.058

254,442,780

94%

99%

97%

100%

411.377.780

396.013.771

[Sosialisasi Penegakan
Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati/Walikota

105.975.000

296.494.000

99.617.100

287.030.700

94%

97%

80.493.800

77.329.560

[Pengawasan Atas Kepatuhan
[Terhadap Pelaksanaan
Peraturan Daerah dan
Peraturan BupatiWalikota

95.400.000

198.660.000

49.445.000

49.445.000

93.960.000

197.604.000

49.409.000

48.820.000

98%

99%

100%

99%

78.590.000

77.958.600

[Penanganan Atas Pelanggaran
Peraturan Daerah dan

p:

159.182.000

376.078.500

300.000.000

220.000.000

206.209.400

144.016.377

374.413.500

267.029.339

212.546.058

205.622.780

90%

100%

89%

100%

252.293.980

240.725.611

[Pembinaan Penyidik
[Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
lKabupaten/Kota

Pengembangan Kapasitas dan
Karier PPNS




[Pencegahan, Pengendalian,
[Pemadaman, Penyelamatan,
ldan Penanganan Bahan
[Berbahaya dan Beracun
lKebakaran dalam Daerah
lKabupaten/Kota

294.150.700

743.783.000

94.940.000

520.505.000

104.975.000

696.628.500

94.525.000

519.186.500

0%

36%

94%

100%

100%

330.675.740

330.675.740

[Pencegahan Kebakaran dalam
Daerah Kabupaten/Kota

30.000.000

30.000.000

30.000.000

29.900.000

100%

100%

12.000.000

12.000.000

dan

[Kebakaran dalam Daerah
[Kabupaten/Kota

66.275.000

85.840.000

94.940.000

470.505.000

55.975.000

83.396.500

94.525.000

469.186.500

84%

97%

100%

100%

143.512.000

143.512.000

[Penyelamatan dan Evakuasi
[Korban Kebakaran dan Non
[ebakaran

Bahan
ldan Beracun Kebakaran dalam
Daerah Kabupaten/Kota

[Standarisasi Sarana dan

Penanggulangan Kebakaran
ldan Alat Pelindung Diri

300.000.000

284.257.000

95%

60.000.000

60.000.000

[Pengadaan Sarana dan
Prasarana Pencegahan,
Penanggulangan Kebakaran
ldan Alat Pelindung Diri

197.875.700

297.943.000

50.000.000

19.000.000

269.075.000

50.000.000

10%

90%

109.163.740

109.163.740

[Pembinaan Aparatur
[Pemadam Kebakaran

30.000.000

30.000.000

100%

6.000.000

6.000.000

[Pengelolaan Sistem
[<omunikasi dan informasi
[Kebakaran dan Penyelamatan
[(SKIK)

[Penyelenggaraan Kerjasama
ldan Koordinasi antar Daerah
Berbatasan, antar Lembaga,
ldan Kemitraan dalam
[Penegahan, Penanggulangan,
Penyelamatan Kebakaran dan
Penyelamatan Non Kebakaran

linpeksi Peralatan Proteksi
lKebakaran

[Pendataan Sarana Prasarana
[Proteksi Kebakaran

Penilaian Sarana Prasarana
[Proteksi Kebakaran

investigasi Kejadian

30.000.000

50.000.000

15.177.500

69.425.800

18.865.000

46.827.007

15.103.000

68.720.300

63%

94%

100%

99%

32.920.660

32.920.660

investigasi Kejadian
[Kebakaran, meliputi Penelitian
ldan Pengujian Penyebab
Kejadian Kebakaran

30.000.000

50.000.000

15.177.500

69.425.800

18.865.000

46.827.007

15.103.000

68.720.300

63%

94%

100%

99%

32.920.660

32.920.660

[Pemberdayaan Masyarakat
ldalam pencegahan
lKebakaran

$60.000.000

25.000.000

10.000.000

70.186.800

60.000.000

25.000.000

9.925.000

70.061.800

100%

100%

99%

100%

33.037.360

33.037.360

ldalam pencegahan dan
[Penaggulangan Kebakaran
Melalui Sosialisasi dan Edukasi
Masyarakat

60.000.000

10.000.000

55.000.000

60.000.000

9.925.000

54.875.000

100%

100%

25.000.000

25.000.000

[Pembetukan dan Pembinaan
[Relawan Pemadam Kebakaran

25.000.000

15.186.800

25.000.000

15.186.800

100%

100%

8.037.360

8.037.360

Dukungan Pemberdayaan
Masyarakat/Relawan
[Pemadam Kebakaran Melalui
Penyediaan Sarana dan

Prasarana

2.635.575.050

7.183.696.924

10.208.008.700

6.339.874.400

6.435.924.633

6.560.615.941

6.545.690.769




Dari tabel 2.18 di atas dapat dianalisa efektivitas anggaran yang
mendukung indikator kinerja pelayanan publik Satpol PP, Damkar dan
penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar. Pada tahun 2016-2020
terdapat beberapa indikator kinerja yang diemban Satpol PP, Damkar
dan Penyelamatan, sehingga rasio antara realisasi dan anggaran Satpol
PP, Damkar dan Penyelamatan dapat dikatakan baik (2016-2020). Pada
tahun 2016, rasio antara anggaran dan realisasi mencapai 94%. Pada
tahun 2017 mencapai 89%, pada tahun 2018 mencapai 94%, pada
tahun 2019 mencapai 94% dan yang paling memiliki rasio tertinggi
adalah pada tahun anggaran 2020 yaitu 99%.

Adapun faktor penunjang yang mempengaruhi pengelolaan
pendanaan Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan tersebut adalah :

1. Adanya program-program kegiatan yang pertumbuhannya sulit
dihitung karena anggarannya hanya teranggarkan pada tahun-
tahun tertentu saja.

2. Pada tahun 2020 merupakan rasio tertinggi dari tahun-tahun
sebelumnya dikarenakan meskipun terjadi refocussing serta
pengembalian anggaran akibat terjadinya Covid-19, tetapi program
dan kegiatan tetap terjalankan, khususnya yang berkaitan dengan
penanganan Covid-19. Hal tersebut dapat terlihat dari rata-rata
rasio kegiatan yang mencapai >95%.

Faktor lain yang mempengaruhi kinerja pelayanan Satpol PP,
Damkar dan Penyelamatan, adalah :

1. Adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai;

2. Adanya dukungan dari aparat dan masyarakat;

3. Adanya tenaga bantuan perlindungan masyarakat yang membantu

tugas Satpol PP di dalam memelihara ketentraman masyarakat.
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2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satuan Polisi

Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

2.4.1 Analisis Renstra K/L, Analisis Renstra Provinsi, Analisis
RTRW dan Analisis KLHS dalam Capaian Kinerja

Hasil analisis terhadap Renstra Kementrian Dalam Negeri
yaitu manajemen mitigasi dan tanggap bencana yang tepat
fungsi dan terintegrasi kedalam dokumen perencanaan dan
anggaran belum optimal dan penyelenggaraan fungsi
ketertiban umum dan Kketentraman masyarakat dalam
penegakan perda dan perkada oleh Satpol PP juga belum
Efektif. Hasil analisis terhadap Renstra Provinsi yaitu adanya
kendala dalam pencapaian tingkat penyelesaian pengaduan
pelanggaran K3 dikarenakan sedikitnya jumlah PPNS dan
minimnya kompetensi pengetahuan yang dibutuhkan oleh staf
yang bertugas sebagai PPNS dalam penyelesaian pelanggaran
K3.

Hasil analisis terhadap RTRW yaitu telah ditetapkannya 3
(tiga) Kawasan Strategis Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan
yang lokasinya berada dalam wilayah administrative
Kabupaten Kepulauan Selayar, sehingga dibutuhkan kebijakan
dalam pembangunan pos pantau trantibum dan kebijakan
dalam pembangunan pos keamanan lingkungan. Selanjutnya,
hasil analisis terhadap KLHS yaitu mengurangi resiko bencana
kebakaran dan meningkatkan lingkungan yang nyaman dan
aman di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa
gangguan ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat,
yang salah satunya merupakan kualitas pemikiran masyarakat
selalu saja sangat sulit untuk ditertibkan. Oleh karena itu,
Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan berusaha dalam
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan
mendapat dukungan dari Bupati dalam penyelenggaraan

ketentraman dan ketertiban umum serta dukungan dari para
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pemangku kepentingan lain dalam bidang ketentraman dan
ketertiban umum.

2.4.2 Tantangan dan Peluang
Adapun Tantangan (Treath) Satpol PP, Damkar dan

Penyelamatan yaitu:

1. Pemakaian anggaran yang belum maksimal akan menjadi
tolak ukur Pemerintah Daerah dalam pengalokasian anggaran
berikutnya;

2. Sarana dan prasarana yang ada kurang proporsional dan
memadai dengan tugas-tugas Satuan Polisi Pamong Praja,
Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang semakin
kompleks;

3. Benturan tugas dengan aparat lain yang akan menjadi
penyebab tidak maksimalnya pelaksanaan tugas;

4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap produk-
produk hukum daerah;

5. Sumber Daya Manusia dan profesionalisme personil yang
harus selalu ditingkatkan dalam mengawal Perda dan
Peraturan Bupati serta dalam melaksanakan tugas pemadam
kebakaran.

Adapun Peluang (Opportunity) Satpol PP, Damkar dan

Penyelamatan, yaitu:

1. Dukungan Pemerintah bagi setiap kebijakan, tindakan,
program/kegiatan yang berkaitan dengan ketentraman dan
ketertiban umum di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar,
serta Satuan Polisi Pamong Praja adalah satu-satunya
lembaga teknis daerah yang berwenang melakukan
penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;

2. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dapat diangkat menjadi
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

3. Memberdayakan masyarakat menuju partisipasi aktif di
dalam peraturan Perundang-undangan yang mengatur
tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran

dan Penyelamatan;
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4. Pemadam Kebakaran menjadi lembaga yang melaksanakan
sub-urusan pemadam kebakaran yang sangat memegang
peranan penting dalam menjaga masyarakat dari bahaya
kebakaran.

5. Terjalinnya koordinasi yang baik dengan Instansi terkait di

daerah Kabupaten Kepulauan Selayar ataupun di daerah lain.
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BAB 11
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Ildentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan.

Analisis isu-isu strategis merupakan kajian terhadap lingkungan
internal dan eksternal yang relevan dalam penyusunan rencana
pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan daerah
menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum
sesuai harapan. Sedangkan, isu strategis merupakan tantangan atau
peluang yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam
perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi
masyarakat di masa mendatang. Suatu analisis isu-isu strategis
menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan
solutif atas berbagai kondisi yang tidak ideal di masa depan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka menengah
dan panjang. Dengan demikian, rumusan tentang permasalahan
pembangunan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam
penentuan kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten
Kapuas Hulu lima tahun mendatang.

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika
kegiatan masyarakat yang seirama proporsional dengan tuntutan era
globalisasi dan otonomi daearah, maka kondisi ketentraman dan
ketertiban umum daerah vyang kondusif merupakan suatu
kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan
mutu kehidupannya. Untuk mewujudkan kondisi umum daerah
yang kondusif tersebut sesuai dengan kedudukan, kewenangan,
tugas pokok dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai
perangkat daerah mempunyai peranan yang sangat strategis dalam
membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah

yang tentram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaran roda
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pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat

melakukan kegiatanya dengan aman.

Penyelenggaraan ketentraman dan Kketertiban umum di
Kabupaten Kepulauan Selayar dilaksanakan dengan pendekatan
preemtif yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada upaya
pembinaan secara konprehensif dan kontinyu dengan melibatkan
seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan kondisi wilayah
yang aman dan kondusif. Pendekatan yang dilaksanakan meliputi:

a. Peningkatan Pelayanan Masyarakat dalam rangka mengantisipasi
dinamika akselerasi reformasi yang demikian cepat sehingga
terjadi benturan kepentingan politik, sosial, budaya dan ekonomi
ditengah masyarakat;

b. Pembinaan atau sosialisasi sebagai bentuk meningkatkan
kesadaran masyarakat untuk mentaati peraturan perundang-
undangan yang berlaku; dan

c. Koordinasi terpadu dengan stakholder dalam bentuk pengawasan
maupun penindakan terhadap munculnya gejala yang timbul
dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil evaluasi di lingkungan kerja Satuan Polisi
Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten
Kepulauan Selayar, dimana masih terdapat masalah-masalah yang
menghambat jalannya tugas pokok serta Kinerja Satuan Polisi
Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan,
sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi

Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyalamatan

No | Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
1. | Masih rendahnya |a. Keterbatasan Jumlah | a. Belum ada formasi
SDM aparatur Personil Organik untuk pengangkatan
dalam (ASN) Satuan Polisi secara khusus dari
pelaksanaan Pamong Praja. pemerintah pusat
Pelayanan b. Keterbatasan SDM untuk Satuan Polisi
Kegiatan  Satuan Personil Satuan Polisi Pamong Praja,
Polisi Pamong Pamong Praja terkait Pemadam Kebakaran
Praja, Pemadam proses  penanganan dan Penyelamatan
Kebakaran dan Pelanggaran (CPNS/P3K)
Penyelamatan. Gangguan b. Kurangnya personil
Ketentraman dan Satpol PP yang
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No | Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
Ketertiban Umum mengikuti diklat
serta Pelanggaran dasar SATPOL PP
Peraturan Daerah.

2. | Masih rendahnya | a. Keterbatasan PPNS |a. Minimnya Biaya

penegakan Perda Penegak Perda pada Operasional
dan Perkada Satuan Polisi Pamong Penegakan Perda,
Praja, Pemadam khususnya Biaya
Kebakaran dan Penyidikan
Penyelamatan
b. Masih kurangnya [b. Belum optimalnya
kesadaran sosialisasi tentang
masyarakat tentang Perda dan Perkada
penegakan perda dan yang dapat
perkada, sehingga menjangkau seluruh
masih adanya tindak wilayah Kab.
kriminalitas Kepulauan Selayar
c. Kurangnya koordinasi
antar perangkat
daerah sebagai tim
penegak perda dan
perkada

3 | Belum optimalnya | Kuantitas dan kualitas | Tidak tersedianya
pendataan petugas | petugas Linmas yang | Anggaran Pembinaan
linmas di setiap | belum memadai. Perlindungan
desa/kelurahan Masyarakat disebabkan

keterbatasan Anggaran
SKPD.

4 | Masih rendahnya |a. Terbatasnya a. Keberadaan Unit
cakupan dukungan sarana dan Pelaksana Teknis
pelayanan prasarana dalam (UPT) Pemadam
penanganan menangani bencana Kebakaran belum
bencana kebakaran merata di semua
kebakaran wilayah  kecamatan,

sehingga jangkauan
layanan bencana
kebakaran belum
maksimal.

b. Keterbatasan Armada
Kebakaran yang ada
saat ini dalam
memenuhi waktu
tanggap respon ketika
terjadi bencana
kebakaran.

5 | Masih rendahnya | a. Minimnya kualitas | a. Belum ada pelatihan
kualifikasi personil SDM personil secara khusus untuk
pemadam Pemadam Kebakaran mendapatkan
kebakaran yang dengan sertifikat keahlian dan
sesuai standar keahlian pemadam sertifikasi sesuai
kualifikasi kebakaran dari standar kualifikasi
aparatur tingkat dasar sampai | b. Terbatasnya
pemadam terampil anggaran pelatihan
kebakaran
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Sedangkan permasalahan untuk penentuan program prioritas
Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Kepulauan Selayar dapat dilihat dari tabel identifikasi sebagai berikut:
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Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan

Tabel 3.2

Penyelamatan

Bidang Urusan dan
Indikator Kinerja

Interpretasi : Belum

Faktor- Faktor Penentu

pelanggaran K3
(ketertiban,
ketentraman,
keindahan) di
Kabupaten

penyelesaian pelanggaran K3
dapat lebih tinggi capaiannya
walaupun sudah melampaui
target, karena pada tahun
2018-2020 capaian  sudah
melebihi dari target. Namun
anggaran dalam penyelesaian
pelanggaran K3 belum optimal

No Tercapai (<), Sesuai Permasalahan .
Penyelenggara _ - Keberhasilan
Pemerintah Daerah (%) melampaui (>)
1 Persentase Penegakan Sesuai (=) Penegakan perda sudah | Adanya peraturan perundang-
Perda tergalisasi dengan baik. I_-lal itu undangan yang mendukung

terlihat dari jumlah | typoksi satpol PP, damkar dan
penyelenggaraan penegakan penyelamatan dalam
perda dan perkada sudah | K
sesuai dengan jumlah penyelenggaraan penegakan
pelanggaran perda dan perkada | Peérda dan perkada
yang terjadi

2 Tingkat penyelesaian Melampaui (>) Pada dasarnya, tingkat |a. Adanya koordinasi kerja

sama yang baik antara TNI,
Polri di dalam pelaksanaan
tugas

b. Adanya dukungan dari
aparat ataupun masyarakat
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3 Cakupan Petugas
Perlindungan
Masyarakat (Linmas) di
Kabupaten

Belum Tercapai (<)

antara realisasi dan

yang rendah
dikarenakan minimnya
anggaran, sehingga  belum
optimalnya pendataan petugas
linmas dan jumlah petugas
linmas belum terpenuhi di
setiap desa/kelurahan

Rasio
target

Adanya kebijakan dan
Komitmen yang tinggi dari
kepala organisasi yang diikuti
oleh seluruh jajaran organisasi
di dalam pencapaian target
indikator kinerja

4 Cakupan pelayanan
bencana kebakaran
kabupaten

Belum Tercapai (<)

Cakupan pelayanan bencana
kebakaran masih rendah
karena tidak sesuai dengan
target yang ditetapkan tiap
tahunnya. Hal itu dikarenakan
masih terdapat kawasan yang
memiliki potensi ancaman
kebakaran yang dapat
dikategorikan sebagai daerah
yang tidak terlindungi

a. Adanya peningkatan
kesiapsiagaan dan
pencegahan bahaya
kebakaran

a. Adanya dukungan

pemerintah dalam

pembentukan UPT
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5 Tingkat waktu tanggap
(response time rate)
daerah layanan
Wilayah Manajemen
Kebakaran (WMK)

Belum Tercapai (<)

Rasio antara realisasi dan
target tiap tahun yang masih
rendah, sehingga belum
sepenuhnya terpenuhi daerah
Wilayah Manajemen Kebakaran
dikarenakan  belum semua
kecamatan terdapat UPT
Pemadam Kebakaran, yang
menyebabkan butuh  waktu
dalam pelaksanaan
penanggulangan kebakaran

Pentingnya keberadaan UPT di
setiap Kecamatan
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3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah

Penelaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang
akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan. Proses telaah visi dan
misi dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan
pendorong pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam
Kebakaran, dan Penyelamatan yang dapat mempengaruhi pencapaian
visi dan misi pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar. Visi adalah
gambaran, pemikiran atau tujuan dimasa depan dan apa yang harus
dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan
datang. Pernyataan visi juga merupakan ungkapan Presentasi
keyakinan terhadap masa depan organisasi, dengan demikian visi
harus menggambarkan keadaan ideal yang hendak diwujudkan dan
dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan.

Memperhatikan isu-isu strategis dan tantangan kedepan
masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar, maka rumusan Visi
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu :

“Kepulauan Selayar Sebagai Bandar Maritim Kawasan
Timur Indonesia”

Pernyataan Visi Kepala Daerah tersebut mengandung dua makna,
yaitu pertama Bandar Maritim adalah seluruh kegiatan yang
berhubungan dengan kepelabuhanan yang memiliki kawasan khusus
untuk melayani penumpang dan bongkar/muat barang, serta
perdagangan barang, jasa, dan industri; dan makna kedua vyaitu
Kawasan Timur Indonesia menunjukkan bahwa berada pada
Kawasan Timur Indonesia dengan jaringan (hub) perdagangan
barang/jasa, indusrti, dan distribusi logistik yang mencakup
kabupaten/kota pada wilayah Teluk Bone, Sulawesi Tenggara,
Sulawesi Tengah Bagian Timur, Maluku, dan Maluku Utara.

Visi “Bandar Maritim” sebagai gambaran kondisi daerah yang
diharapkan pada akhir periode tahun 2026, ditandai dengan tiga

pilar dan gerbangsari, yaitu:
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1. Terbentuknya dasar pembangunan “Kawasan Pusat Distribusi
Logistik.
Gambaran kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2026,
ditandai dengan keluaran terbentuknya dasar pembangunan
Kawasan Distribusi Logistik  di Pamatata Kecamatan
Bontomatene, berupa :
a. Tersedianya lahan untuk kawasan.
b. Tersedianya kajian dan kelengkapan administrasi
pembentukan kawasan.
c. Terbangunnya fasilitas pergudangan dan penumpang.
d. Tersedianya kapal pengangkut barang dan penumpang.
e. Dimulainya pembangunan prasarana dasar kawasan.
2. Terbentuknya dasar pembangunan “Kawasan Ekonomi Khusus
(KEK) Pariwisata.
Gambaran kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2026,
ditandai dengan keluaran terbentuknya dasar pembangunan
Kawasan Ekonomi Khusus ( KEK ) Pariwisata di Pasi-Gusung
Kecamatan Bontoharu, berupa :
a. Terbentuknya kawasan ekonomi khusus ( KEK ) pariwisata.
b. Dimulainya pembangunan prasarana dasar kawasan.
c. Dimulainya pembangunan fasilitas hunian.
d. Dimulainya pembangunan pelabuhan pariwisata.
3. Terbentuknya dasar pembangunan “Kawasan Industri Perikanan
Terpadu.
Gambaran kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2026,
ditandai dengan keluaran terbentuknya dasar pembangunan
Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT) di Hangkoang
Kecamatan Bontosikuyu, berupa
a. Tersedianya lahan untuk kawasan.
b. Tersedianya kajian dan kelengkapan administrasi
pembentukan kawasan.
c. Dimulainya pembangunan prasarana dasar kawasan.
d. Dimulainya pembangunan pelabuhan perikanan.

e. Dimulainya pembangunan fasilitas industri.
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4.

Terimplementasinya Gerakan Membangun Desa Mandiri.

Gerakan Membangun Desa Mandiri atau lebih dikenal dengan
istilah  GERBANGSARI merupakan Program Unggulan sebagai
penguat atau sebagai penopang dari tiga pilar pembangunan PDL,
KEK, dan KIPT. Gerbagsari mempunyai dua dimensi pelaksanaan
yaitu meningkatkan status desa dan meningkatkan ekonomi
perdesaan dan pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan utama
meningkatkan kegiatan ekonomi perdesaan dan meningkatkan
pemberdayaan masyarakat.

Kaitan Gerbangsari dengan Satuan Polisi Pamong Praja,
Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan vyaitu terletak pada
tujuan dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat dengan
memperhatikan ketentraman dan ketertiban umum di lingkup
Kab. Kepulauan Selayar.

Indikator yang akan dicapai pada akhir periode 2026 yang

berdampak pada pembangunan daerah demi terwujudnya Visi

“Bandar Maritim” adalah sebagai berikut :

Kepulauan Selayar menjadi simpul transportasi laut nasional,
Pengelolaan SDA yang optimal dengan keseimbangan lingkungan
hidup yang terjamin;

Kepulauan Selayar menjadi penyuplai kebutuhan pangan
nasional dari komoditas perikanan, serta manjadi penyedia
komoditas ekspor (perikanan dan non perikanan); dan
Peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, dan daya
saing daerah.

Untuk mewujudkan Visi Kepala Daerah tersebut, Pemerintah

Daerah telah membangun komitmen yang dituangkan dalam misi,

yaitu :

1.

o 0~ WD

Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan
transparan;

Meningkatkan kualitas pembangunan perdesaan;

Meningkatkan kualitas hidup masyarakat;

Mengembangkan pengelolaan potensi kemaritiman;

Meningkatan pembinaan kehidupan sosial dan keagamaan;
Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup.

Keterkaitan antara visi, misi dan program Kepala Daerah dan
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Wakil Kepala Daerah berdasarkan tugas dan fungsi Satuan Polisi
Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ditunjukkan

pada visi Bupati “Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim

Kawasan Timur Indonesia” dengan misi ke-1 yaitu “Mengembangkan
Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan”.
Dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar di

atas, maka di bawah ini dipaparkan faktor Penghambat dan

Pendorong pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam

Kebakaran dan Penyelamatan yang dapat mempengaruhi pencapaian

visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar

diantaranya;

Tabel 3.3
Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih

KEPULAUAN SELAYAR SEBAGAI BANDAR MARITIM KAWASAN TIMUR

Visi
INDONESIA
Misi dan Permasalahan Faktor
Pelayanan Satuan
Program Polisi Pamon
No. | KDH dan _ 9
Wakil KDH Praja, Pemadam Penghambat Pendorong
terpilih Kebakaran dan
Penyelamatan
1 2 3 4 5
1. | Mengemban Pelayanan SDM | Mayoritas Personil | Adanya
gkan Tata aparatur yang | Satpol.PP dan dukungan
Kelola kurang mampu | Damkar adalah dalam
Pemerintah menunjang Pegawai Harian Peningkatan
an yang Operasional Lepas/ PTT Status PTT
Akuntabel Kegiatan Satuan menjadi ASN
dan Polisi Pamong dan P3K.
Transparan Praja, Pemadam
Kebakaran dan
Penyelamatan.
Perlunya 1. Ketersediaan |1 Memaksima
peningkatan Penyidik Ikan
penegakan Perda Pegawai dukungan
dan Perkada Negeri Sipil kepada
(PPNS) PPNS yang
Satpol.PP ada
masih sangat
kurang
2. Masih 2 Terdapatny
kurangnya a peraturan
tingkat perundang-
kesadaraan undangan
dan ketaatan yang
masyarakat mendukung
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pada tupoksi
Peraturan satpol PP
Daerah dan dalam
Peraturan penegakan
Kepala Daerah Perda dan
Perkada
3. Belum Kurangnya Dukungan
optimalnya Anggaran Pemerintah bagi
pendataan Operasional setiap
petugas linmas | Perlindungan kebijakan,
di setiap | Masyarakat tindakan,
desa/kelurahan program/kegiat
an yang
berkaitan
dengan
Perlindungan
Masyarakat
4. Masih rendahnya | Sarana dan | Adanya
cakupan prasarana yang dukungan dari
pelayanan belum memadai | @Parat maupun
penanganan dalam masyarakat
bencana
kebakaran penanganan
kebakaran
5. Perlunya 5. Belum ada | Dukungan dari
peningkatan pelatihan Pemerintah
kualifikasi secara khusus | dalam
personil untuk mengikuti
pemadam mendapatkan Pelatihan
kebakaran sesuai keahlian dan | Keahlian
standar sertifikasi
kualifikasi sesuai standar
aparatur kualifikasi
pemadam 6. Minimnya
kebakaran Kualitas dan
kompetensi
sumber daya
aparatur

Berdasarkan analisa terhadap Visi dan Misi Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar, maka dapat ditentukan faktor-
faktor yang mempengaruhi pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja,
Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Faktor-faktor pendorong yang
dapat meningkatkan Kkinerja Pelayanan Satpol PP, Damkar dan
penyelamatan dalam upaya mendukung Kinerja program pembangunan
untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Kab. Kepulauan Selayar
yaitu :

a. Dukungan Kebijakan Anggaran dan pemenuhan Sarana Prasarana

Pendukung Pelaksanaan Tugas Penegakan Peraturan Daerah dan

Pencegahan gangguan Ketentraman dan ketertiban Umum.
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b. Dukungan Kebijakan Pemerintah Daerah dengan mengangkat
Status Personil Satuan Polisi pamong Praja dari PTT menjadi ASN
dan P3K.

c. Dukungan Kebijakan Pemerintah Daerah bagi setiap kebijakan,
tindakan, program/kegiatan yang berkaitan dengan Perlindungan
Masyarakat.

d. Regulasi (Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri
Dalam Negeri, Peraturan Gubernur, Peraturan Daerah, dan
Peraturan Bupati yang telah mengatur dan memberikan
kewenangan tugas dan fungsi pada Satpol PP, Damkar dan
Penyelamatan.

Sedangkan analisa visi dan misi yang mempengaruhi faktor-faktor
penghambat Kinerja pelayanan Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan
yaitu:

a. Kurangnya Kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat pada
Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

b. Bertambahnya jumlah peraturan daerah dan peraturan perundang-
undangan

c. Minimnya partisipasi masyarakat dalam turut mewujudkan
ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat

belum optimal.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Sulawesi Selatan

Analisis Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Satpol PP
Provinsi Sulawesi Selatan ditujukan untuk menilai keserasian,
keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran
pelaksanaan Renstra Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kab.
Kepulauan Selayar terhadap sasaran Renstra Kementerian Dalam
Negeri dan Renstra Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan sesuai
dengan urusan yang menjadi kewenangan berdasarkan dengan tugas
dan fungsi Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kab. Kepulauan

Selayar.
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3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Keterkaitan permasalahan pelayanan Satpol PP, Damkar dan
Penyelamatan dengan sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri
dilihat dari faktor penghambat dan pendorong keberhasilan
penanganannya. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Kementerian Dalam Negeri yang berkaitan
dengan Sasaran Renstra Kementrian Dalam Negeri, adapun
permasalahan pelayanan Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan
dengan faktor penghambat dan pendorong dapat dilihat pada tabel
berikut:

Tabel 3.4
Telaahan Renstra
Kementerian Dalam Negeri

NO Sasaran Permasalahan
Jangka Pelayanan Satpol Sebagai faktor
Menengah PP, Damkar dan
Renstra Penyelamatan
Kementerian Kab. Kep. Penghambat Pendorong
Dalam Negeri Selayar
1. | Meningkatnya Kualitas a. Kurangnya Dukungan yang
kualitas pelayanan Satpol sumber daya kuat dari
penyelenggaraa | PP dalam aparatur dari Pemerintah
n melaksanakan segi kualitas yang
trantibumlinma | penegakan perda dan kuantitas mengedepanka
S dan b. Kurangnya n pendekatan
penyelenggaraan kesadaran humanis dalam
trantibum masih masyarakat penyelenggaraa
kurang terkait n ketentraman
peraturan dan ketertiban
penegakan umum
perda

3.3.2 Telaahan Renstra Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan
Keterkaitan permasalahan pelayanan Satpol PP, Damkar dan
Penyelamatan dengan sasaran Renstra Satpol PP Provinsi Sulawesi
Selatan dilihat dari faktor penghambat dan pendorong keberhasilan
penanganannya. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan yang berkaitan
dengan Sasaran Renstra Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan, adapun

permasalahan Pelayanan Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan
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dengan faktor penghambat dan pendorong dapat dilihat pada tabel

berikut:

Tabel 3.5
Telaahan Renstra
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan

Ketentraman dan
Ketertiban Umum
serta Pelanggaran
Peraturan Daerah

NO Sasaran Permasalahan
Jangka Pelayanan Sebagai faktor
Menengah Satpol PP,
Renstra Damkar dan
Satpol PP Penyelamatan
Provinsi Kab. Kep. Penghambat Pendorong
Selayar
1. | Terwujudnya SDM Personil | Kurangnya personil | Dukungan dari
kuantitas Satuan Polisi | Satpol PP yang penentu kebijakan
Satpol PP yang | Pamong Praja | mengikuti diklat untuk terus belajar
profesional dan | yang masih | dasar Satpol PP menjadi SDM yang
Memadai rendah terkait | terkait tangguh dalam
proses ketentraman dan menciptakan
penanganan ketertiban umum ketentraman dan
Pelanggaran ketertiban umum
Gangguan

2. | Terwujudnya
persentase
cakupan
pelayanan
bencana
kebakaran

Terbatasnya Unit
Pelaksana Teknis

(UPT) Pemadam
Kebakaran di
semua  wilayah
kecamatan,
sehingga
jangkauan

layanan bencana
kebakaran belum

Sarana dan
prasarana dalam
menangani
bencana kebakaran
belum optimal

Adanya dukungan dan
kebijakan pemerintah
dalam peningkatan
anggaran

perlindungan
di masyarakat

kualitas petugas
Linmas yang
belum memadai.

Anggaran
Pembinaan
Perlindungan
Masyarakat
disebabkan
keterbatasan
Anggaran SKPD.

maksimal.

3. | Meminimalisir | Keterbatasan Sarana dan Adanya dukungan dan
tingkat waktu | Armada prasarana dalam kebijakan pemerintah
tanggap di atas | Kebakaran yang | menangani dalam peningkatan
15 menit | ada  saat ini | bencana kebakaran | anggaran
penanganan dalam memenuhi | belum optimal

waktu tanggap
respon ketika
terjadi  bencana
kebakaran
4. | Terwujudnya Kuantitas dan | Tidak tersedianya Dukungan Kebijakan

Pemerintah Daerah
bagi setiap kebijakan,
tindakan,
program/kegiatan
yang berkaitan dengan
Perlindungan
Masyarakat.
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NO Sasaran Permasalahan
Jangka Pelayanan Sebagai faktor
Menengah Satpol PP,
Renstra Damkar dan
Satpol PP Penyelamatan
Provinsi Kab. Kep. Penghambat Pendorong
Selayar

5. | Terwujudnya Minimnya Belum optimalnya | Dukungan Kebijakan
penyelesaian partisipasi sosialisasi tentang | Anggaran dan
pelanggaran masyarakat Penegakan Perda pemenuhan Sarana
K3 dalam turut | dan Perkada yang Prasarana Pendukung

mewujudkan berdampak pada Pelaksanaan Tugas

ketentraman dan | gangguan Penegakan Peraturan

ketertiban umum | trantibum Daerah dan
Pencegahan gangguan
Ketentraman dan
ketertiban Umum.

6. | Meningkatkan | Masih kurangnya | Kurangnya Regulasi (Undang-
kesadaran kesadaran koordinasi antar undang, Peraturan
masyarakat masyarakat perangkat daerah Pemerintah, Peraturan
dalam tentang sebagai tim Menteri Dalam Negeri,
memenuhi penegakan perda | penegak perda dan | Peraturan Gubernur,
norma hukum | dan perkada perkada Peraturan Daerah,

dan Peraturan Bupati
yang telah mengatur
dan memberikan
kewenangan tugas
dan fungsi pada
Satpol PP, Damkar
dan Penyelamatan.

3.4

Hidup Strategis

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis

beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan

berdasarkan

Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi

lindung atau budidaya. Telaahan

aspek

administratif

dan/atau

aspek

rencana tata

fungsional.
utama

ruang wilayah

ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola

ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD. Dibandingkan dengan

struktur dan pola ruang eksisting maka SKPD dapat mengidentifikasi

arah (geografis)

pengembangan pelayanan,

perkiraan kebutuhan

pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun

mendatang.
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Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi
Selatan, telah ditetapkan 3 (tiga) Kawasan Strategis Wilayah Provinsi
Sulawesi Selatan yang lokasinya berada dalam wilayah administrative
Kabupaten Kepulauan Selayar, yaitu :

a. Kawasan Pengembangan Pusat Distribusi Kebutuhan Bahan Pokok
KTl di Pamatata yang merupakan KSP dari sudut sudut
kepentingan pertumbuhan ekonomi;

b. Kawasan Migas Blok Selayar yang merupakan KSP dari sudut
kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan atau teknologi;

c. Kawasan Wisata Bahari Takabonerate yang merupakan KSP dari
sudut fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Selanjutnya, berdasarkan potensi daerah dan posisi geografis,
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar pada Perda RTRW Nomor 5
tahun 2012 telah ditetapkan pengembangan kawasan sebagai berikut:
a. Pengembangan kawasan pusat distribusi kebutuhan bahan pokok

Kawasan Timur Indonesia (KTl) dan pendukung perminyakan di
Pamatata;

b. Pengembangan kawasan industri perikanan terpadu dan pusat
budidaya ikan karang nasional;

c. Pengembangan pusat destinasi pariwisata bahari andalan
nasional.

Analisa telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dalam
Pengembangan Wilayah terhadap keterlibatan langsung Satpol PP,
Damkar dan Penyelamatan Kab. Kepulauan Selayar digambarkan

sebagai berikut :
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Tabel 3.6
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

No| Telaahan RTRW Faktor Penghambat Faktor Pendorong
1 | Kebijakan Belum adanya | Adanya Pembangunan
Pembangunan Pos | pembangunan pos | Pos Pantau Trantibum
Pantau Trantibum | yrantipum di semua | akan memberikan
kecamatan pengaruh besar
terhadap pelayanan
SKPD khususnya
dalam menjaga
terciptanya Kondisi
yang aman dan

tenrtram di tengah-
tenah masyarakat

2 | Kebijakan Jumlah pos kamling | Pembangunan Pos
Pembangunan Pos | masih terbatas Kamling memberikan
Keamanan pengaruh besar
Lingkungan terhadap pelayanan
(Poskamling) SKPD khususnya

dalam menjaga
terciptanya Kondisi
yang aman dan tentram
di tengah-tengah
masyarakat

3 | Kebijakan Belum adanya | Pembangunan UPT
Pembangunan | penempatan UPT di | memberikan pengaruh
UPT. Satuan Polisi | semua lokasi | besar terhadap
Pamong Praja, Kecamatan pelayanan SKPD
Pemadam
Kebakaran dan khus_usnya _ dalam
Penyelamatan menjaga terciptanya

Kondisi yang aman dan
tentram dan tanggap
bencana kebakaran di
tengah-tengah
masyarakat

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46
Tahun 2016, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah
rangkaian analisis yang sistematis menyeluruh, dan partisipatif untuk
memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah
menjadi dasar dan terintgrasi dalam pembangunan suatu wilayah
dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP).

Hasil identifikasi pencapaian indikator SDGs/TPB, Kabupaten
Kepulauan Selayar hanya melaksanakan 17 tujuan yang terbagi dalam

196 indikator dari 220 indikator TPB yang menjadi kewenangan
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kabupaten. Indikator TPB yang telah dilaksanakan dan tersedia data
hanya 72% yang terdiri atas 141 indikator, sehingga masih terdapat
28% atau sekitar 55 indikator yang belum dilaksanakan dan belum
ada data. Hal ini menunjukkan kinerja pencapaian TPB di Kabupaten
Kepulauan Selayar sudah cukup baik, sehingga diupayakan dapat
dipertahankan pada periode selanjutnya. Satpol PP, Damkar dan
Penyelamatan termasuk dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(TPB) vyang

pemerintahan.

termasuk dalam pilar hukum dan tata kelola

Tabel 3.7
Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
No | Aspek Kajian Ringkasan Faktor Faktor
KLHS Penghambat Pendorong
1 | Resiko Menjadikan Kurangnya Adanya regulasi
Bencana lingkungan pemahaman yang jelas

aman, nyaman | masyarakat
dan tentram | terkait
yang berkaitan | pengurangan
dengan tupoksi | resiko  bencana
Satpol.PP, kebakaran
Damkar dan
Penyelamatan

2 | Tata Kelola | Mewujudkan Kuantitas dan | Dukungan dari

Pemerintahan | tata kelola | kualitas satpol PP | penentu
pemerintahan yang belum | kebijakan dalam
yang baik | memadai dalam | pemenuhan
dengan meningkatkan sarana dan
membangun akuntabilitas prasarana
OPD yang efektif | pelayanan pendukung
dan akuntabel
dalam
pelaksanaan
tugas Satpol PP,
Damkar dan
Penyelamatan
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat

menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan

daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan
sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan

meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat
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dioperasionalkan secara moral, dan etika birokratis dapat
dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan telaah Gambaran Pelayanan SKPD, Sasaran Jangka
Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar, Renstra K/L, dan Renstra
SKPD Provinsi serta telaahan RTRW dan LKHS bagi pelayanan SKPD
maka Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan merumuskan Isu-Isu Strategis guna mendukung
agenda utama pembangunan daerah dalam waktu 5 (lima) tahun
yang akan datang, yaitu :

1. Kemampuan personil Satpol PP berkompetensi PPNS masih
rendah;

Adanya upaya peningkatan penegakan perda dan perkada;
Meningkatnya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum;

Satgas Linmas yang ada di desa/Zkelurahan belum terbentuk;

a ks 0N

Fasilitas sarana dan prasarana pelayanan bencana kebakaran

masih terbatas;

6. Pos PMK vyang sesuai dalam WMK (Wilayah Manajemen
Kebakaran) belum terpenuhi;

7. Personil Pemadam Kebakaran yang memiliki kualifikasi sesuai
standar Aparatur Pemadam Kebakaran belum sesuai kebutuhan.
Isu-isu strategis pelayanan Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan

di atas, dilakukan dengan menggunakan metode pembobotan,

sehingga dirumuskan isu-isu strategis pada pelaksanaan tugas dan

fungsi satpol PP, damkar dan penyelamatan. Pembobotan dilakukan
untuk menentukan mana isu strategis yang paling prioritas dan akan
dijadikan dasar bagi penyusunan visi dan misi. Adapun pembobotan

dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 3.8

Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis

No Kriteria Bobot
1 | Memiliki pengaruh yang besar/signifikan 20
terhadap pencapaian sasaran renstra

2 | Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD 10

3 | Dampak yang ditimbulkan terhadap publik 20

4 | Memiliki daya ungkit untuk pembangunan 10
daerah

5 | Tingkat kesulitan atau kemudahannya untuk 15
ditangani

6 | Tercapainya ketentraman, ketertiban umum 25
dan perlindungan masyarakat

Tabel 3.9

Nilai Skala Kriteria

No Isu Strategis Nilai Skala Kriteria Ke- Total
1 2 3 4 5 6 Skor
1 | Kemampuan 10 | 10 | 15 5 15 | 25 80

personil Satpol PP
Berkompetensi PPNS
masih rendah

2 | Adanya upaya| 20 | 10 | 20 5 15 | 25 95
peningkatan
penegakan perda
dan perkada

3 | Meningkatnya 10 | 10 | 20 | 10 | 15 | 25 90
pemeliharaan
ketentraman dan
ketertiban umum

4 | Satgas Linmas yang | 20 5 20 5 10 | 25 85
ada di
desa/kelurahan
belum terbentuk

5 | Fasilitas sarana dan | 15 5 20 | 10 | 15 | 20 85
prasarana
pelayanan bencana
kebakaran masih
terbatas
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Strategis yang paling prioritas, yaitu:

P W N

6 | Pos PMK yang | 20 10 | 20 5 5 25 85
sesuai WMK
(Wilayah Manajemen
Kebakaran) belum
terpenuhi
7 | Personil Pemadam | 10 10 | 20 5 15 | 25 85
Kebakaran yang
memiliki kualifikasi
sesuai Standar
Aparatur Pemadam
Kebakaran belum
sesuai kebutuhan
Tabel 3.10
Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis
No Isu-Isu Strategis Total | Rata-Rata
Skor Skor
1 | Kemampuan personil Satpol PP 80 11,4
Berkompetensi PPNS masih rendah
2 | Adanya upaya peningkatan penegakan 95 13,6
perda dan perkada
3 | Meningkatnya pemeliharaan ketentraman 90 12,8
dan ketertiban umum
4 | Satgas Linmas yang ada di 85 12,1
desa/kelurahan belum terbentuk
5 | Fasilitas sarana dan prasarana pelayanan 85 12,1
bencana kebakaran masih terbatas
6 |Pos PMK yang sesuai WMK (Wilayah 85 12,1
Manajemen Kebakaran) belum terpenuhi
7 | Personil Pemadam Kebakaran yang 85 12,1
memiliki  kualifikasi sesuai  Standar
Aparatur Pemadam Kebakaran belum
sesuai kebutuhan
Berdasarkan Pembobotan yang dilakukan, adapun Isu-Isu

Adanya upaya peningkatan penegakan perda dan perkada;

Meningkatnya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum;

Satgas Linmas yang ada di desa/Zkelurahan belum terbentuk;

Fasilitas sarana dan prasarana pelayanan bencana kebakaran

masih terbatas;
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5. Pos PMK yang sesuai dalam WMK (Wilayah Manajemen

Kebakaran) belum terpenuhi;

6. Personil Pemadam Kebakaran yang memiliki kualifikasi sesuai
standar Aparatur Pemadam Kebakaran belum sesuai kebutuhan.

7. Kemampuan personil Satpol PP berkompetensi PPNS masih
rendah;

Adapun Program Prioritas Pembangunan berdasarkan Tugas
Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran
dan Penyelamatan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota
2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran

dan Penyelamatan Non Kebakaran.
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BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja,

Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar telah banyak mengalami
perubahan ruang lingkup pelaksanaan tugas dan fungsi yang mengikuti
dinamika tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Tujuan dan sasaran
adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat
prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah
daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan Kinerja
perangkat daerah selama lima tahun.

Tujuan merupakan penjabaraan atau implementasi dari
pernyataan misi dan tujuan juga sebagai hasil akhir yang akan dicapai
atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan mencakup
pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk
mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan
menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan
tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin
dicapai. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian Vvisi
dan masing-masing misi.

Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar turut mendukung
tercapainya visi Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam RPJMD
2021-2026 Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu “Kepulauan Selayar
sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia”.

Untuk mendukung terwujudnya visi tersebut, Satuan Polisi
Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten
Kepulauan Selayar menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5
(lima) tahun kedepan, yaitu :

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik.
2. Menciptakan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang mengarah

kepada kondisi yang aman dan kondusif.
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3. Meningkatkan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan
kebakaran.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang
diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional,
untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke
depan. Adapun Sasaran yang ingin dicapai Satuan Polisi Pamong
Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan
Selayar untuk periode jangka menengah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Nilai SAKIP .

2. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat.

3. Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan Aset
Daerah.
Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap perda dan perkada.
Meningkatnya kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana
kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).

Mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan
rencana jangka menengah daerah pemerintah kabupaten kepulauan
selayar, maka satuan polisi pamong praja, pemadan kebakaran dan
penyelamatan kabupaten kepulauan selayar pada periode 5 (lima)
tahun ke depan, telah menetapkan indikator kinerja yang sesuali
dengan tugas pokok dan fungsinya selaku penegak peraturan daerah
dan peraturan pelaksanaannya dan pelaksanaan fungsi ketentraman
dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan telah
disesuaikan pula dengan target-target capaian yang akan dicapai setiap
tahunnya sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Berikut ini tujuan
dan sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran
dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026

beserta indikator kinerjanya yang dimuat dalam tabel 4.1.
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Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran, dan Penyelamatan

TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE -
NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR TUJUAN
/SASARAN 2022 2023 2024 2025 2026
) ) 3) (4) ) (6) () (8) ©)
1 Menmgk_a’Fkan In_dek_s Akuntabilitas cc B B BB BB
Akuntabilitas Kinerja OPD
Kinerja Pelayanan | Meningkatnya Nilai Nilai SAKIP OPD CcC B B BB BB
Publik (T-1) SAKIP (5-1) 59,05 63,21 68,43 75,68 79,06
Perencanaan Kinerja 14,53 15,52 16,78 19,89 20,69
Pengukuran Kinerja 13,81 14,56 15,87 17,76 18,63
Pelaporan Kinerja 12,00 12,53 13,03 13,68 14,05
Evaluasi Internal 4,51 5,05 5,89 6,32 7,02
Capaian Kinerja 14,20 15,55 16,86 18,03 18,67
Meningkatnya kualitas | Indeks Kepuasan Layanan
pelayanan kepada 0,6700 0,6700 0,6750 0,6800 0,6900
masyarakat (S-2)
Meningkatnya tertib Laporan Keuangan OPD
administrasi sesuai SAP (Standar
pengelolaan keuangan | Akuntansi Pemerintahan) Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai
dan Aset Daerah (S-3)
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Menciptakan Persentase tindak lanjut 97% 97% 99% 100% 100%
Ketentraman pelanggaran gangguan
dan Ketertiban trantibum, perda dan
Umum yang perkada
mengarah Meningkatnya Persentase penegakan 100% 100% 100% 100% 100%
kepada kondisi ketaatan masyarakat perda
yang aman dan | terhadap perda dan Tingkat penyelesaian 95% 95% 98% 100% 100%
kondusif (T-2) perkada (S-4) pelanggaran K3
Cakupan Petugas Linmas 1,48% 1,48% 1,49% 1,51% 1,52%

Meningkatkan Persentase Layanan 80% 85% 85% 90% 95%
perlindungan Pemadaman,
masyarakat Penyelamatan dan
dalam Evakuasi
penanggulangan Meningkatnya Cakupan Pelayanan 26,23% 26,45% 27,78% 34,85% 35,29%
kebakaran (T-3) kesiapsiagaan dalam Bencana Kebakaran

penanggulangan

bencana kebakaran di | Tingkat waktu tan-ggap 89% 90% 90% 95% 95%

Wilayah Manajemen daerah layanan Wilayah

Kebakaran (WMK) (S-5) Manajemen Kebakaran

(WMK)
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BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Kebijakan dalam rencana strategis Satuan Polisi
Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah strategi
dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah
Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kab. Kepulauan Selayar tahun
2021-2026, yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta
rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi
merupakan rangkaian tahapan yang menjelaskan bagaimana upaya
mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah
ditetapkan, serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah
kebijakan dari pemangku kepentingan. Arah kebijakan merupakan
program dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi
yang dipilih sehingga lebih terarah dalam mencapai tujuan dan
sasaran.

Berdasarkan pada hasil analisa terhadap permasalahan, isu-isu
strategis serta potensi/kekuatan dan kelemahan yang ada maka
disusunlah strategi dan arah kebijakan dalam rangka mewujudkan
tujuan dan sasaran pembangunan bidang ketentraman, ketertiban
umum dan perlindungan masyarakat 5 (lima) tahun kedepan.

Salah satu strategi yang digunakan untuk mencapali
ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat adalah pendekatan
analisis SWOT yang terdiri dari Kekuatan (Strengths) dan Kelemahan
(Weaknesses) merupakan faktor internal OPD, sedangkan Peluang
(Opportunities) dan Ancaman (Threats) merupakan faktor eksternal
yang mempengaruhi keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran
Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berikut analisis faktor yang mempengaruhi keberhasilan
mencapai tujuan dan sasaran berdasarkan analisis SWOT yang
dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran,

dan Penyelamatan Kab. Kepulauan Selayar :
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FAKTOR INTERNAL :
a. KEKUATAN (Strengths), Antara Lain terdiri dari :
1. Adanya peraturan yang mendukung tupoksi Satpol PP,
Damkar dan Penyelamatan
2. Adanya dukungan terhadap PPNS
3. Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada
b. KELEMAHAN (Weaknesses), Antara Lain terdiri dari :
1. Minimnya kualitas dan kompetensi Sumber Daya Aparatur
2. Kurangnya kemampuan personil Satpol PP berkompetensi
PPNS
3. Sarana dan prasarana belum memadai dalam penanganan
bencana kebakaran
FAKTOR EKSTERNAL :
a. PELUANG (Opportunities), Antara Lain terdiri dari :
1. Memberdayakan masyarakat menuju partisipasi aktif di dalam
peraturan perundang-undangan
2. Adanya koordinasi yang baik dengan instansi terkait di daerah
kepulauan Selayar atau daerah lain
3. Partisipasi masyarakat dalam menciptakan ketentraman dan
ketertiban umum
c. ANCAMAN (Threats) , Antara Lain terdiri dari :
1. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap produk-produk
hukum Penegakan Perda
2. Kurangnya SDM dan Personil yang profesional dalam mengawal
perda dan perkada

3. Adanya potensi gangguan trantibum
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Tabel 5.1

Analisa SWOT Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran

dan Penyelamatan

FAKTOR
INTERNAL

FAKTOR
EKSTERNAL

KEKUATAN (S)

KELEMAHAN (W)

Adanya peraturan yang
mendukung tupoksi
Satpol PP, Damkar dan
Penyelamatan

Minimnya kualitas dan
kompetensi Sumber
Daya Aparatur

Adanya dukungan
terhadap PPNS

Kurangnya kemampuan
personil Satpol PP
berkompetensi PPNS

Meningkatnya
penegakan Perda dan

Sarana dan prasarana
belum memadai dalam

Perkada penanganan  bencana
kebakaran
PELUANG (O) ) Strategi S-O Strategi W-O

Memberdayakan Memberdayakan Meningkatkan kualitas
masyarakat menuju | masyarakat sesuai | Sumber Daya Aparatur
partisipasi aktif  di | peraturan yang | sesuai peraturan
dalam peraturan | mendukung tupoksi | perundang-undangan
perundang-undangan Satpol PP dalam

meningkatkan
kenyaman lingkungan

Adanya koordinasi | Selalu berkoordinasi | Memaksimalkan
yang baik dengan | dalam  melaksanakan | kemampuan personil
instansi terkait di | penyidikan Satpol PP dalam
daerah kepulauan berkoordinasi dengan
Selayar atau daerah pihak lain guna
lain tercapainya
pelaksanaan tugas
yang optimal
Partisipasi masyarakat | Meningkatkan Optimalisasi sarana
dalam menciptakan | partisipasi masyarakat | dan prasarana yang
ketentraman dan | dalam  melaksanakan | ada dalam menciptakan
ketertiban umum penegakan perda dan | ketentraman di
perkada masyarakat
ANCAMAN (T) Strategi S-T Strategi W-T
Rendahnya kesadaran | Pemberian sosialisasi | Peningkatan kualitas

masyarakat terhadap
produk-produk hukum
Penegakan Perda

tentang aturan-aturan
dalam penegakan perda
oleh Satpol PP

dan kompetensi Satpol
PP dalam memberikan
kesadaran kepada
masyarakat terkait
penegakan perda

Kurangnya SDM dan

Dengan dukungan yang

Peningkatan

Personil yang | kuat terhadap PPNS | kemampuan personil
profesional dalam | akan menciptakan | Satpol PP yang
mengawal perda dan | personil yang | berkompetensi PPNS
perkada profesional dalam | menjadi lebih
mengawal Perda dan | profesional dalam
Perkada mengawal perda dan

perkada
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Adanya potensi | Meningkatkan Mencegah terjadinya

gangguan trantibum penegakan perda dan | gangguan trantibum
perkada sehingga | dengan memanfaatkan
mencegah terjadinya | sarana dan prasarana
gangguan trantibum yang ada

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja,
Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menerapkan strategi dan arah

kebijakan diantaranya sebagai berikut ;
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Tabel 5.2

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI

Kepulauan Selayar Sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia

MISI |

Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan

Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

Meningkatkan
Akuntabilitas Kinerja
Pelayanan Publik (T-1)

1

Meningkatnya Nilai SAKIP

Meningkatkan kualitas
perencanaan yang berorientasi
hasil

Peningkatan sarana dan prasarana
aparatur

2

Meningkatnya kualitas
pelayanan kepada masyarakat

Meningkatkan kapabilitas dan
keunggulan SDM Aparatur yang

Peningkatan disiplin dan kapasitas
sumber daya aparatur

Menciptakan Ketentraman
dan Ketertiban Umum
yang mengarah kepada
kondisi yang aman dan
kondusif (T-2)

ditunjang perangkat teknologi
informasi yang baik
3 Meningkatnya tertib administrasi | Meningkatkan pengelolaan | Peningkatan  evaluasi terhadap
pengelolaan keuangan dan Aset keuangan dan aset daerah | perencanaan anggaran
Daerah berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang
berlaku
1 Meningkatnya ketaatan = Meningkatkan kualitas  dan | Peningkatan kesejahteraan pegawai

masyarakat terhadap perda dan
perkada

kuantitas SDM Personil Satpol
PP

Satpol PP sebagai penunjang
kinerja Anggota Satpol PP

keahlian
PP

Mengembangkan
personil Satpol
berkompetensi PPNS

Peningkatan dan Pengembangan
Kapasitas PPNS
Peningkatan Penyelidikan,

Penyidikan dan Penyelesaian
Pelanggaran Perda dan Perkada
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Meningkatkan Penyelesaian
Pelanggaran Peraturan Daerah
dan Peraturan Kepala Daerah

Peningkatan pemantauan  dan
pengendalian terhadap penerapan
Peraturan Daerah serta
pemberdayaan masyarakat taat
hukum

ketentraman  dan
ketertiban umum masyarakat
dengan mengoptimalkan
penegakan perda dan perkada

Peningkatan

Meningkatkan kesadaran dan
ketaatan hukum masyarakat
pada Peraturan Daerah dan
Peraturan Kepala Daerah.

Peningkatan pembinaan dan
pemantapan informasi berbagai
produk hukum dalam kehidupan
sosial masyarakat guna terciptanya
aparatur dan masyarakat sadar
hukum

Peningkatan kesadaran hukum
masyarakat dengan
mengedepankan pendekatan

persuasif kepada masyarakat

Meningkatkan rasa aman di
tengah-tengah masyarakat
dengan membentuk  Satgas
Linmas di desa/kelurahan

Peningkatan perlindungan
masyarakat dengan meminimalisir
gangguan serta pelanggaran
hukum

MISI 11l : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat

Meningkatkan
perlindungan
masyarakat dalam
penanggulangan
kebakaran (T-3)

1.

Meningkatnya
kesiapsiagaan dalam
penanggulangan bencana

kebakaran di Wilayah
Manajemen Kebakaran
(WMK)

Meningkatkan
penanggulangan
kebakaran

bencana

Peningkatan pelayanan kepada masyarakat
dalam pengaduan bencana kebakaran

Membentuk Pos PMK di
semua kecamatan

Peningkatan sarana dan prasarana pendukung
pelaksanaan tugas pemadam kebakaran
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Sebagaimana digambarkan dalam Visi dan Misi, Program
Bupati/Wakil Bupati terpilih yaitu Program Prioritas yang terdiri dari
Tiga Pilar Pembangunan dan Satu Program Unggulan.

Program Prioritas terdiri atas:

1.Pembangunan Pusat Distribusi Logistik (PDL);

2.Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata; dan
3.Pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT).
Program Unggulan yaitu:

Gerakan Membangun Desa Mandiri (Gerbang Sari).

Dengan mengacu pada Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah
Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan pada Tabel 5.2 diatas, peran Satuan Polisi Pamong Praja,
Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam mendukung
Pembangunan Pusat Distribusi Logistik (PDL), Pembangunan Kawasan
Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata, dan Pembangunan Kawasan
Industri Perikanan Terpadu (KIPT); dan Gerakan Membangun Desa
Mandiri (Gerbang Sari) dari bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat adalah meningkatkan ketaatan masyarakat
terhadap perda dan perkada serta meningkatkan kesiapsiagaan dalam
penanggulangan bencana kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran
(WMK).
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BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Strategi dan kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan tahun 2021-2026 yang telah di uraikan
tersebut, akan diimplementasikan ke dalam program, kegiatan dan sub
kegiatan. Program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diantaranya:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;

N

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD;

W

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD;

N

Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD;

9}

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD;

)
)
)
)
)
)

<)

Koordinasi dan Penusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Kinerja SKPD;
7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD;
4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;
5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD;
6) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;
7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /
Triwulan / Semesteran SKPD;
8) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi

Anggaran.
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c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
SKPD;
2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD;
3) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD;
4) Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik pada
SKPD;
5) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
pada SKPD;
6) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD;
7) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD.
d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1) Peningkatan sarana dan Prasarana Displin Pegawai;

2) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
3) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;

4) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian;
5) Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai;

6) Pemulangan Pegawai yang Pensiu;

7) Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan

Tugas,

8) Pemindahan Tugas ASN;

9) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan
Fungsi;

10) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan;

11) Bimbingan Teknisi Implementasi Peraturan Perundang-
Undangan.

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1) Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor;
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor;
3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
4) Penyediaan Logistik Kantor;
5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan;
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7) Penyediaan Bahan Material,
8) Fasilitasi Kunjungan Tamui,
9)

10) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;

Penyelenggaraaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD;

11) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik pada SKPD.
f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan

Dinas Jabatan;

2) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
3) Pengadaan Alat Besar;

4) Pengadaan Alat Angkut Darat Tak Bermotor;

5) Pengadaan Mebel;

6) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

7) Pengadaan Aset tetap Lainnya,;

8) Pengadaan Aset tak Berwujud;

9) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;

10) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan
Lainnya,;
11) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya.
g. Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1) Penyedia Jasa Surat Menyurat;
2) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik;
3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
4) Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor.
h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan

Perizinan Alat Besar;
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4) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan

Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor;

5) Pemeliharaan Mebel;

6) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya,;

7) Pemeliharaan Aset tetap Lainnya;

8) Pemeliharaan Aset tak Berwujud;

9) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan

Lainnya,;

10) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor dan bangunan Lainnya,;

11) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung
Gedung Kantor dan bangunan Lainnya;

12) Pemeliharaan atau Rehabilitasi Tanah.

2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
a. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

1) Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan
Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan
Pengawalan;

2) Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban
Umum berdasarkan perda dan perkada melalui penertiban dan
penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa,;

3) Koordinasi dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban
Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat
Kapubaten/Kota;

4) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka
Ketentraman dan Ketertiban Umum,;

5) Peningkatan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan
Perlidungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksaan Tugas
yang Bernuansa Hak Asasi Manusia;

6) Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam teknik
Pencegahan dan Penanganan gangguan Ketentraman dan

Ketertiban Umum;
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7) Pengadaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasana
Ketentraman dan Ketertiban Umum,;
8) Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman
Masyarakat;
9) Penyediaan Layanan dalam rangka Penegakan Peraturan
Daerah dan Perkada.
b. Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan
Bupati/Walikota
1) Sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
2) Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan
daerah dan peraturan Bupati/Wali kota;
3) Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan
Bupati/Wali kota.
c. Pembinaan Penyidik Pegawali Negri Sipil (PPNS)
Kabupaten/Kota
1) Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS.
3. Program Pencegahan, Penanggulangan,Penyelamatan Kebakaran
dan Penyelamatan Non Kebakaran
a. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan
Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam
Daerah Kabupaten/Kota
1) Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupten/Kota,;
2) Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah
Kabupaten/Kota;
3) Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non
kebakaran;
4) Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam
Daerah Kabupaten/Kota,;
5) Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan,
Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri;
6) Pengadaan Sarana dan prasarana Pencegahan,
Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri;
7) Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran;
8) Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan

Penyelamatan (SKIK);
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9) Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah
Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam
Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan
Penyelamatan Non Kebakaran.

b. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
1) Pendataaan Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran;
2) Penilaian Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran.

c. Investigasi Kejadian Kebakaran

1) Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi penelitian dan
pengujian penyebab kejadian kebakaran.

d. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran

1) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan
Penanggulangan  Kebakaran, Sosialisasi dan edukasi
Masyarakat;

2) Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran;

3) Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam
Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana.

e. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap

Kondisi Membahayakan Manusia

1) Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada
Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau
Mengancam Keselamatan Manusia,;

2) Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan
Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan
Evakuasi;

3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan
terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan
Evakuasi;

4) Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap

Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi.
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Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Kepulauan Selayar

Nilai Program Penunjang Urusan [Outcome : _ Presentase Capaian
akuntabilitas [SAKIP Satpol PP Pemerintahan Daerah Kinerja%
o Bt 5091 6303 028 7053 7151 231 100
Daerah (T-1) e -
Meningkatnya tertib Presentase Capaian -
B o1 Kineria Keuarpan 96 9.922.439.041 10.058.277.231 10.310.085.911 10557.373.672 10.809.272.608 10.809.272.608 etariat
pengelolaan keuangan
o Aset Dacrah (52 7935 9947 8 8 o1 % %5
Persentase Penyusunan dokumen
dan
o1 | 201 Penganggaran dan Evaluasi evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1009% 100% 45000000 [ 100% 45000000 | 100% 47.250000 | 100% 48.195.000 | 100% 49640850 | 100% 49.640.850 [Subag Program
Kinerja Perangkat Daerah |yang tepat waktu
T [Penyusunan Dokumen [Output :  Jumiah Dokumen 10.000.000 10.000.000 10,500,000 10.710.000 11031300 11031300
o1 | 201 01 Perencanaan Perangkat Perencanaan yang 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen Subag Program |20 Kepulauan
Daerah tersecia selayar
2 [Koordinasi dan Ouiput © jumiah dokumen RKA 5000000 5.000.000 5250000 5.355.000 5515650 5515650 <ab. Kepulauan
o1 | 201 02 penyusunan Dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen subag Program |
oA sKen
3" |Koordinasi dan (Glipit + ™ Jlrmiah Dokurmen DPA E PESa——
o1 | 201 0 penyusunan Dokumen yang disusun Subag Program | - ar "
beruhahan BICA SKED _
" [Koordinasi dan (Gliput =~ Jumiah Dokumen DPA 5.385.000 5515650 5515650 <ab. Kepulauan
o | 201 0 penyusunan DPA SKPD SKPD 1Dokumen | 1Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen subag Progam |
5 [Koordinasi dan (Ouput © jumiah dokumen DPA 5.000.000 5.000.000 5250000 5.355.000 5515650 5515650 <ab. Kepulauan
o1 | 201 05 penyusunan Perubahan Perubahan SKPD 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen subag Program | 1
npa sken _ _
& [Koordinasi dan (Gliput = jurah Laporan Capaian 10,000,000 10,710,000 1031300 1031300
Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Kab. Kepulauan
o | 201 06 1 Laporan 1Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1Laporan Subag Program
|Capaian Kinerja dan Kinerja SKPD P P P P P P P 9Prod Selayar
\bvicar iipacia SICDR
7 [Evaluasi Kineria (Ouiput = jumiah Laporan Evaluasi 10,000,000 10,000,000 10,500,000 10.710.000 11031300 11031300 <ab. Kepulauan
o | 201 o7 perangkat Daerah Kineria Perangkat Daerah| 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan subag Progam |1
[Administrasi Keuangan _|Presentase pelaporan Keuangan yang
Perangkat Daerah tepat waktu
o1 | 202 1009% 1009% 4210502906 | 100% 4222143506 | 100% 4433250681 | 100% 4436211490 | 100% 4560.207.834 | 100% 4.569.297.834 |Subag Keuangan
T [Penyedaan Gajian _[Output : _ Tersednya gaji dan 4126.482.906 4126.482.906 4332.807.051 4332.807.051 4462791263 2462791263 cab. Kepulauan
o | 202 o1 Tunjangan ASN tunjangan ASN 12 bulen 12 bulen 12 bulen 12 buln 12 bulen 12 bulen 12 buln subag Kevargan |0 1
2 [Penyedian Adminstrasi [Outpul :  Jumiah Honorarium PNS 88.020.000 0.660.600 95,103,630 96,049,439 100.980.921 100.990.921
o | 202 02 Pelaksanaan Tugas ASN yang disedizkan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan |Subag Keuangan ::Is’y;‘f“"“““"
3" [Peliksanaan (Gliput = Jumiah dokumen perata
o | 202 03 Penatausahazn dan usahaan yang 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen Subag Keuangan g"ls'y:f"“h“"‘"
ouj
Keuancan SKPD
4 [Koordinasi dan (Output = Jumiah dokumen laporan B P
o | 202 04 Pelaksanaan Akuntansi keuangan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen Subag Keuangan S:h’yaf"“ van
SKPD
5 [Koordinasi dan Output = Jumlah dokumen laporan 5.355.000 5.515.650 5.515.650
o | 202 05 Z’x‘;’:&m’:‘m keuangan akhir tahun 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen Subag Keuangan g":'y:f"“h“"‘"
SKPD
& [Pengelolaan dan (Ouiput ©  Jumiah dokumenvbahan B B
Penyiapan Bahan tanggapan di periksa Kab. Kepulauan
o | 202 06 e emisaan 1Dokumen | 1Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen subag Kevargan |0 1
7" [Koordinasi dan (Giput = Jurmiah dokumen laporan
Penyusunan Laporan Keuangan cab. Kepiauan
o | 202 o7 Ketangan bulnanriwulananisemest | 1Dokumen | 1 Dokumen 1Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen subag Keuangan | (42 ™
Bulanan/Triwur/Semest eran SKPD y
eran SKPD
" [Penyusunan Pelaporan  [Output Jumiah dokumen reaisasi
ldan Analisis Prognosis anggaran Kab. Kepulauan
o | 202 08 esions Ao 1Dokumen | 1Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1Dokumen 1 Dokumen Subag Keuangan |0




[Administrasi Barang Milik

Persentase Peyusunan Dokumen

Dacrah pada Perangkat  |Administrasi Barang Milik Daerah
o1 | 208 — yang Tepat Wakiu 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - |subag Keuangan
T [Penyusunan Output :_Jumlah dokumen barang .
Perencanaan ik daerah SKPD yang
Kab. Kepulauan
o1 2.03 o1 Kebutuhan Barang terencana dan tersusun 80% 80%| 80% 80% 80%| 80%| Subag Keuangan |
Milik Daerah SKPD V
2 |Pengamanan Output :  Jumiah dokumen BMD B . o o
0 | 203 02 Barang Milik SKPD yang diamankan 1Paket 1Paket 1Paket 1Paket 1 Pake 1 Pake Subag Keuangan Seah af"” van
Daerah SKPD v
3 [Koordinasi dan _ [Output :  Jumiah dokumen BMD .
Penilaian Barang SKPD yang dinilai Kab. Kepulauan
o | 208 03 Milik Daerah SKPD 52 orang 52 orang 52 orang 52 orang 52 orang 52 orang Subag Ketangan [0 7
4 [Pembinaan, Guipit - .
Pengawasan, dan
Pengendalian Kab. Kepulauan
o | 208 04 Barang Milik pada 2orang 2orang 2orang 2orang 2orang| 2orang| Suag Kevangan |01
SKPD
5 [Rekonsiliasi dan [Output ©  Jumiah dokumen barang T Dokumen .
Penyusunan milik daerah pada SKPD
L B Kab. Kepulauan
o | 208 05 aporan Barang %0% %0% %0% %0% %0% %0% Subag Keuangan |
Milik Daerah pada yar
SKPD
6 |Penatausahaan  [Ouiput © dumiah dokumen penata TDokumen .
Barang Milik usahaan yang Kab. Kepulauan
o | 208 06 Dacrah pada SKPD duiiverifiasi 100%) 100%) 100%) 100%) 100%) 100%) subag Keuangan |5
7 [Pemantaatan (Guipit = Jumiah barang peralitan
Barang Milik gedung kantor dan Kab. Kepulauan
o | 208 o7 s SKPD Kendaraan dinas 8% 80% 80% 80% 80% 80% Subag Keuangan |1
operasional
[Adminisirasi Kepegawaian _|Presentase aparatur yang Sibag Umum,
i i Kepgawaian dan
o1 | 205 Perangkat Dacrah ditingkatkan kualitas dan 100% 100% 24476200  100% 104.476.200|  100% 4476200  100% 124565.724 | 100% 64.702.696 |  100% 64702696 | "oy
kapabilitasnya Hukum
T [Peningkatan Sarana dan [Output : _|Jumiah sarana dan 80 persen | 80 persen 80 persen 80 persen 80 persen 80 -
Subag Umum,
or | 20 o Prasarana Disiplin prasarana disiplin persen epinin fan <20 Kepan
2
egawai pegawai yang Hukum Selyar
2" [Pengadaan Pakaian |OUtput © | Terpenuhinya 1 paket I T paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket -
Subag Umum,
or | 208 0 Dinas Beserta kebutuhan pakaian g [ Kepuauan
- Atribut dinas dan atribut i Selayar
Hukum
3 |Pendataan dan Ouput ©  |Data Pegawai Sat 52 orang -| 52 orang 52 orang 52 orang 52 orang 52 orang Jsubag
or | 205 03 Pengolafan administrast POL. PP, Damkar K“Ep;aw,;"l:"‘"aan Kab. Kepulauan
- I
epegawaian dan Penyelamatan o Selayar
4 [Koordinasi dan Output Tenaga Pelaksana 2 orang 1.002.000 | 2 orang 1.002.000 | 2 orang 1.002.000 | 2 orang 102040| 2 orang 1052.701| 2 orang 1052700
Subag Umum,
or | 208 o Sistem Informasi e |2, Kepuuan
s informasi kepegawaian Kepegawaian paas Selayar
Hukum
5 [Monitoring, evaluasi, dan [Output :  |Evaluasi Hasil 90% 23.474.200 90% 3.474200 | 90% 3474200 90% 3543684 90% 3649.995|  90% 3.649.995 Subag Umum,
leian ki .
o | 205 05 penilaian kinerja pegawai Kinerja Pegawai eponwan dan |20 Kepuuan
Selayar
Hukum
Pemulangan [Output
o1 205 06 Pegawai yang
Pensiun
Pemulangan Output :
Pegawai yang
oL | 208 o Meninggal dalam
7
8 |Pemindahan Tugas |Output
o | 205 08
9 |Pendidikan dan  [Output : |Presentase 100% | 100% 100000000 100% 100% 120.000.000|  100% 60.000.000|  100% 60.000.000
Subag Umum,
o 205 0 Pelatihan Pegawai Peningkatan epoaian san |K<ab- Kepulauan
8 berdasarkan Tugas Kemampuan dan Hum Selayar
dan Fungsi Keterampilan
10 | Sosialisasi Output : | Presentase 80% - 80% 80% 80% 80% 80%
Peraturan meningkatnya Kab. Kepulauan
o1 205 10 Perundang- Selayar
Undangan
11 |Bimbingan Teknisi (Output : | meningkatnya 80% - 80% 80% 80% 80% 80%
Implementasi pengetahuan tentang Kab. Kepulauan
o | 205 1 e Selayar

Perundang-

implementasi




e —— Presentase layanan administrasi Subag Umum,
o1 | 206 lumum perangkat daerah yang 100% 100% 554.199.935 100% 623.473.325 100% 577.032.909 100% 588.523.524 100% 613.547.759 100% 613.547.759 [Kepgawaian dan
Perangkat Daerah -
diselenggarakan Hukum
1 |Penyediaan Komponen  [Output : Peralatan Instalasi Listrik 100% 100% 5.000.000 100% 5.000.000 100% 5.472.974 100% 5.000.000 100% 5.000.000 100% 5.000.000
Subag Umum,
o 206 o instalasi W i |2 Kepulauan
1 2 1 listrikipenerangan HEEW"“‘“" " |selayar
bangunan kantor B am
2 [Penyediaan Peralatan  [Output :  Jumiah peralatan dan 100% ] F—
ldan Perlengkapan kantor perlengkapan kantor yang " |Kab. Kepulauan
o1 | 206 02 eedioran Kepgawaian dan | 1
Hukum
3" [Penyediaan Peralatan  [Output :  Terpenuhinya kebutuhan 100% 100% 100% 100% 100% 100%
01 2,06 03 Rumah Tangga alat-alat kantor yang siap Kab. Kepulauan
) pakai Selayar
o o B 4 |Penyediaan Logistk  [Output :  Terpenuhinya Logistik Kab. Kepulauan
. 4 Kantor Kantor Selayar
5 [Penyediaan Barang  [Output :  Terpenuninya kebutuhan 100% 100% 31220000 | 100% 31220000 | 100% 31220000 | 100% 31844400|  100% 279073 100% 2R
Cetakan dan barang cetakan dan 9 u'““’"a Kab. Kepulauan
01| 208 05 Penggandaan penggandaan KEPGRWGEN N o o
Hukum
6 |Penyediaan Bahan Output :  Tersedianya bahan bacaan 100% 100% 7.920000 | 7.920000 | 7.920000 |  100% 8078400 8320752| 100% 8.320.752
Subag Umum,
o1 | 208 06 Bacaan dan Peraturan dan peraturan perundang epguuaan can |20 Kepulauan
Perundang-Undangan undangan Hukum Selayar
o o6 5 7 [Penyediaan Bahan Ouiput © Terpenuhinya bahan Kab. Kepulauan
* . 7 Material material kantor R I R R R T A e . Selayar
8 |Fasilitasi Kunjungan Output :  Jumlah tamu yang 100% 100% 20.000.000 100% 100% 20.000.000 100% 100% 100%
Subag Umum,
Tamu difasiltesi Kab. Kepulauan
o1 | 206 08 Kepgawaian dan
Selayar
Hukum
9 |Penyelenggaraaan rapat_[Output Persentase SPPD dalam 0% 0% 48800935 | 90% 538083325 90% 400160935 90% 500505.724 | 90% 510500078 | 90% 5195%0.078
Subag Umum,
o1 | 208 0 oordinasi dan konsultasi dan keluar daerah yang Cenomaian dan |Kab. Kepulauan
: SKPD digunakan Pga Selayar
Hukum
10 |Penatausahaan Arsip  [Output :  Penatausahaan 100% 100% 1250000 | 100% 1250000 | 100% 1250000 | 100% 1275000 100% 4762507 100% AT62597 Qo
Dinamis pada SKPD ‘administrasi perkantoran 9 " |Kab. Kepulauan
o1 | 206 10 Kepgawaian dan
Selayar
Hukum
11 |Dukungan Pelaksanaan [Output :  Absensi pegawai Sat POL %% 0% 0% 0% 0% %% 0% -
Sistem Pemerintahan PP Damkar dan Subag Umum, |
o1 2.06 1 Berbasis Elekironik pada Penyelamatan Kepgawaian dan S:Ia epulauan
SKPD Hukum var
Pengadaan Barang Milik _|Presentase pemenuhan kebutuhan
. : . |Subag Umum,
Daerah Penunjang Urusan [barang milik daerah penunjang
o1 | 207 ——y— e eear e iceemy 100% 100% 71360000 [ 100% 40000000 | 100% 60720395 [ 100% 52875274 | 100% 55450320 | 100% 55.450.329 :eupwann dan
1 [Pengadaan Kendaraan |Output : tersedianya kendaraan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Perorangan Dinas atau dinas perorangan atau
Kendaraan Dinas Jabatan| kendaraan dinas jabatan Subag Umum,
o1 | 207 o1 epgawaian dan [<22: Kepulan
Selayar
Hukum
2" |Pengadaan Kendaraan  [Output :  Tersedianya kendaraan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% B
Dinas Operasional atau dinas operasional atau Subag Umum, o1, enutauan
o1 | 207 02 Lapangan pangan Kepgawaian dan | 10
Hukum
3 |Pengadaan Alat Besar  |Output
o1 | 207 03 o o
4 |Pengadaan Alat Angkut |Output
oL 207 04 Darat Tak Bermotor
5 |Pengadaan Mebel [Output lancarya pelaksannaan 100% 100% 30.680.000 |  100% 100% 10729305 | 10 12875274 100% 15450329 100% 15.450.329
‘admnistrasi perkantoran Subag Umum, |, Kepulauan
o1 | 207 05 Kepgawaian dan
Selayar
Hukum
6 [Pengadaan Peralatan dan [Output ‘tersedianya peralatan dan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Mesin Lainnya mesin lainnya dan
mendukung kelancaran Subag Umnum, Koo
01 207 06 administrasi perkantoran epganaian dan Kab. Kepulauan
Selayar
Hukum
7 |Pengadaan Aset tetap  |Output :
o1 | 207 o7 Lainya
8 |Pengadaan Aset tak Output -
o1 | 207 08 erwuiud
" |Pengadaan Gedung  [Output ¢
Kantor atau Bangunan
o1 | 207 09

Lainnya




10 [Pengadaan Sarana dan  [Output :  tersedianya fasiitas saranal 100% 100% 40.680.000 100% '40.000.000 100% 50.000.000|  100% 40.000.000] " 100% 40.000.000] 40.000.000
Prasarana Gedung prasana Gedung Kantor Subag Umum,
or | 207 10 Kantor/Bangunan yang memadai Kepgavaian dan gal:» Kepulauan
Lainnya Hukum lyar
11 |Pengadaan Sarana dan  (Output : tersedianya fasilitas/ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Prasarana Pendukung sarana penunjang kantor
Gedung Kantor atau yang memadai Subag Umum, |, epuiauan
o1 | 207 1 Bangunan Lainnya Kepgawaian dan (¢
Hukum v
Penyediaan jasa Penunjang | Tersedianya jasa penunjang urusan 100% 100% 4.586.960.000 | 100% 4.586.960.000 |  100% 4.728.685.800 | 100% 4823259516 |  100% 4967.977.701 | 100% 4967977701 |ypag Urmum,
on | 208 Urusan Pemerintahan pemerintahan daerah Reresvaiandan
Daerah e
T [Penyedia Jasa Surat _ [Output :  Tersedianya jasa surat 100% 100% 500000 | 100% 500000 | 100% 1000000|  100% 1020000)  100% 107.000|  100% 071000 [, Urmurn,
o1 | 208 o1 Menyurat menyurat Kepgawaian dan ;i: :f"”'“”“"
Hukum v
2 [Penyediaan Jasa (Output = Terpenuhinya jasa 12 bulan 12 bulan 161,600,000 | 12 buian 1B1600.000 | 12 bulan 12 bun 104.493600| 12 bulan 200.328.408 | 12 bulan 200.328.408
Komunikasi Sumber komunikasi sumber daya Subag Umum, |, Kepulavan
01 2.08 02 Daya Air & Listrik air dan listrik Kepgawaian dan |o,\.
Hukum
3 [Penyediaan Jasa [Output = terpenuiinya penyediaan 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Peralatan dan jasa peralatan dan
Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor Subag Umum, |, Kepulavan
o1 | 208 03 pendulang lelancaran Kepawain dan |CE
administrasi perkantoran Hukum
4 |Penyedia Jasa Pelayanan [Output :  Tersedianya jasa 100% 100% 2.404860.000 | 100% 2537.005800 | 1 2627745916 | 100% 4.766.578.293|  100% 4766.578.293 [3,pag Umnum,
on | 208 04 Umum Kantor pelayanan umum antor Kepgawaian dan | <20 Kepulauan
Selayar
Hukum
Pemeliharaan Barang Milik |Presentase barang milik daerah yang 100% 100% 420940000 |  100% 436224200 | 100% 458610926 |  100% 483743145 | 100% 488655430 |  100% 488.655.439
Daerah Penunjang Urusan |dipelinara |Subag Umum,
o1 2.09 Pemerintah Daerah Kepgawaian dan
Hukum
1 [Penyediaan Jasa  [Ouput :  Terpeliharanya 12 bulan 12 bulan 34.541.000 | 12 bukan 35,000,000 12 bulan 36.050.000 12 bulan 36.771.000| 12 buln 37874130| 12 buln 37874130
Pemeliharaan, kendaraan dinas
Biaya operasional atau
Pemeliharaan, dan lapangan ISubag Umum,
o1 2.00 o1 Pajak Kendaraan Kepgawaian dan ::,: Kepulauan
Perorangan Dinas Hukum yar
atau Kendaraan
Dinas Jabatan
2 |Penyediaan Jasa |Output Terpeliharanya 12 bulan 12 bulan 296.404.000 | 12 bulan 311224200 12 bukn 320560926 | 12 bulan 12 bulan 2 bulan
Pemeliharaan, kendaraan dinas
Biaya perorangan dan
Pemeliharaan, kendaraan dinas lsubag Umum,
o1 | 209 02 Pajak dan Perijinan jabatan Kepgawaian dan
Kendaraan Dinas Hukum
Operasional atau
Lapangan
3 |Penyediaan Jasa |Output B B B , :
Pemeliharaan,
Biaya
oL} 209 03 Pemeliharaan, dan
Perizinan Alat
Besar
4 [Penyediaan Jasa |Output B B B . .
Pemeliharaan,
Biaya
o1 | 209 04 Pemeliharaan, dan
Perizinan Alat
Angkutan Darat
Tak Bermotor
5 |Pemeliharaan [Output terpeliharanya 100% B 100% B 100% 100% 100% 100%
sarana mebel kantor g U
untuk menunjang ubag Umum, o, Kepulauan
o1 | 209 05 Kelancaran Kepgawaian dan |G
Hukum
administrasi
perkantoran
6 [Pemelinaraan Outpit Terpeliharanya 90% 10.000.000 | 90% 10.000.000 | 90% 90% - |Subag Umum,
Kab. Kepulauan
o1 2.09 06 Peralatan dan peralatan dan mesin Kepgawaian dan Selayar
Mesin Lainnya lainnya Hukum e
7" [Pemeliharaan Aset |[Output ©
01 2.09 o7 tetap Lainnya
8 [Pemeliharaan Aset |OUpUt :
o1 200 L1 tak Berwujud
9 Output Ter biaya 100% 100% 49.995.000 | 100% 50.000.000  100% 50.000.000|  100% 50.000.000  100% 50.000.000|  100% 50,000,000
abilitasi Gedung pemeliharaan Subag Umum,
o1 | 209 09 Kantor dan gedung kantor Kepgawaian dan ;“‘Is :f"”'“““"
Bangunan Lainnya Hukum V:
10 |Pemeliharaan/Reh [Output :  Terpenuhinya biaya 100% 100% 40.000.000 100% 40.000.000 100% 42.000.000|  100% 40.000.000 100% 40.000.000 | 100% 40,000,000
abilitasi Sarana pemeliharaan subag U
dan Prasarana sarana dan QUMM 4oy, Kepulaan
o1 | 209 10 Kepgawaian dan
Gedung Kantor dan prasarana gedung i Selayar
bangunan Lainnya kantor




i Output :  Ter biaya 100% B 100% 100% 100% 20.000.000 | 100% 24.000.000| 1 24.000.000
abilitasi Sarana pemeliharaan
dan Prasarana sarana dan Subsg Umum, [
o | 200 1 Pendukung Gedung prasarana Kepgiaan fan K22 K
Kantor dan pendukung gedung Hukum Y-
bangunan Lainnya kantor
12 |pemelinaraan atau |[Oupit
01 2.09 12 Tanah
Menciptakan [ Meningkatnya ketaatan Gutcome : Persentase
Ketentraman dan | masyarakat terhadap Gangguan Bidang Kec. Benteng, Kec.
Ketertiban Umum |perda dan perkada (-3) Trantibum yang 95% 100 100 100 100 100 100 Ketentraman dan Bontoharu, Kec.
yang mengarah dapat diselesaikan (%) Ketertiban Umum|Buki, Kec.
kepada kondisi O Bontomanai, Kec.
e dan 05 | 02 Ketentraman dan [Rmer = W 404.829.626 410.371.744 420.643.348 430.734.582 441.011.909 441.011.909 [T [
ondusif (T-2) et Negara yang Bontosikuyu, Kec.
memperoleh layanan Bidang Takabonerate, Kec.
akibat dari penegakan 859% 48.07 57.73 69.33 83.27 100 100 Penegakan  |Pasimasunggu, Kec.
hukum Perda dan peraturan Daerah|Pesimasunggu Timur|
Perkada Kec. Pasimarannu,
Kec. Pasiambene
Penanganan Gangguan _|Persentase Gangguan Keamanan, 979% 9% 208521333 |  9T% 211375990 |  97% 216.666.730 |  97% 221864619 |  97% 227156253 |  97% 227.156.253
Ketertiban dan Ketertiban Umum
Umum dalam 1 (Satu)  |yang ditangani Kee. Benteng, Ke.
Dacrah Kabupaten/Kota Bontoharu, Kec.
_ Buki, Kec.
Bidang Bontomanai, Kec.
o5 [ 02 | 201 Kec.
Ketertivan Unum{gontosikuyy, Kec:
Takabonerate, Kec.
pasimasunggu, Kec
Pesimasunggu Timur,
Kec. Pasimarannu,
Kec. Pasiambene
T [Pencegahan Output Jumiah gangguan 75 70 168500000] 71 170806765 | 67 175082058 | 57 179282381 [ 50 183550952 | 50 163,550,952
Gangguan trantibum yang Kec. Benteng, Kec.
Ketentraman dan ditangani Bontohary, Kec.
Ketertiban Umum Buki, Kec.
melalui Deteksi [Bontomanai, Kec.
Dini dan Cegah Bidang Bontomatene, Kec
05 | 02 | 201 o1 Dini, Pembinaan K Kec
dan Penyuluhan, Ketertiban Umum Takabonerate, Kec
Pelaksanaan pasimasunggu, Kec
Patroli, Pesimasunggu Timur,
Pengamanan, dan Kec. Pasimarannu,
Pengawalan Kec. Pasilambene
2 |Penindakan Atas _|Output Jumiah Gangguan 15 15 2500.000| 10 25322510 2507657 | 10 2650975 [ 10 27427 2.723.482
Gangguan Trantibum yang
Ketentraman dan ditindaki Kec. Benteng, Kec.
Ketertiban Umum Bontoharu, Kec.
berdasarkan perda Buki, Kec
dan perkada Bidang Bontomanai, Kec.
05 | 02 | 201 02 melalui penertiban K Kec
dan penanganan Ketertiban Umum| Bontosikuyu, Kec.
unjuk rasa dan I Takabonerate, Kec.
kerusuhan massa Pasimasinggu, Kec
Pesimasunggu Timur,
Kec. Pasimarannu,
Kec. Pasilambene
3" [Koordinasi Ouput = Jumiah 50% I e0% 50% 50% 50% 50%
Ketentraman dan trantibumlinmas
05 | 02 201 03 Ketertiban Umum yang
Serta Perlindungan dikoordinasikan
Masyarakat tingkat
kabupaten/kota
4 |Pemberdayaan  [Output Jumiah Satlinmas 80% 80% 25.000.000 | 80% 29397010 | 80% 30132817 | 80% 30855703 | 80% 3501920 80% 31501920
perlindungan yang terlatih dan Kec. Benteng, Kec
Masyarakat dalam dikukuhkan Bontoharu, Kec.
Rangka Buki, Kec.
Ketentraman dan [Bontomanai, Kec.
Ketertiban Umum Bidang Bontomatene, Kec.
o5 [ 02 | 201 04 Ketentraman dan |Bontosikuyu, Kec:
Ketertiban Umum| Takabonerate, Kec.
Pasimasunggu, Kec.
Pesimasunggu Timur,
Kec. Pasimarannu,
Kec. Pasilambene
5 [Peningkatan Output ©  Meningkatnya kemampuan| .
Kapasitas SDM Anggota Satuan Polisi
Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
05 | 02 | 201 L Satuan Perlidungan dalam Pencegahan
Masyarakat Gangguan Ketentraman
Termasuk dalam dan Ketertiban Umum
Pelaksaan Tugas




6 [Kerjasama antar  [Oupit :  Meningkatnya 90% o[  oo% 90% 90% 90% 90%
Lembaga dan Kemampuan Anggota
Kemitraan dalam Satuan Polisi Pamong
teknik Pencegahan Praja dalam Pencegahan
dan Penanganan Gangguan Ketentraman
05 | 02 | 201 06 gangguan dan Ketertisan Umum
Ketentraman dan
Ketertiban Umum
7 |Pengadaan dan  [Ouput : Terpenuhinya sarana dan 95% 95% 95% 95% 95% 95%
pemeliharaan prasarana yang
Sarana dan mendukung pemelinaraan
Prasana Ketentraman
05 | 02 201 07 Ketentraman dan ketertiban umum
Ketertiban Umum
8 [Penyusunan SOP  [Output ©  Tersedianya SOP
Ketertiban Umum Ketertiban Umum dan
dan Ketentraman Ketentraman Masyarakat
05 | 02 | 201 08
9 |Penyediaan Output = Jumlah Masyarakat 8.521.333 8.637.990 8.854.198 9,066,610 9.282.939 9.282.939
Layanan dalam yang memperoleh Kec. Benteng, Kec.
rangka dampak layanan akibat dari Bontoharu, Kec.
Penegakan penegakan hukum Buki, Kec.
Peraturan Daerah Perda dan Perkada Bontomanai, Kec.
dan Perkada Bidang Bontomatene, Kec.
05 | 02 | 201 09 Penegakan Bontosikuyu, Kec
Peraturan Daerah| Takabonerate, Kec.
Pasimasunggu, Kec.
ggu Timur,
Kec. Pasimarannu,
Kec. Pasilambene
Penegakan Perda Persentase penurunan pelanggaran 196.308.293 198.995.754 203.976.618 208.869.963 213.853.656 213.853.656 |Bidang
dan lperda Penegakan
05 | 02 | 202 Pe raturan BupatiWalikota 0% 0% 90% 0% 0% 0% 0% [
Daerah
1 [Sosialisasi penegakan  [Output ©  Jumlah peserta 75 orang 75 orang - | 75 orang 75 orang 75 orang 75 orang 75 orang
peraturan bupati
Jumlah kegiatan 1kali 1kali 1kali 1kali 1kali 1kali 1kali Bidang Kab. Kepulauan
05 | 02 | 202 o1 sosialisasi Penegakan ebor
peraturan daerah Peraturan Daerah Y
dan peraturan
bupati
2 [Pengawasan atas Output Jumlah peraturan 10perdal |10 perdal 79.445.000 | 10 perda 1 80532.602 10 perda 1 8254833310 perda 1 84528.667 | 10 perda 1 86545521 | 10 perda 86545521
kepatuhan terhadap daerah dan perbup perbup perbup perbup perbup perbup 1 perbup
pelaksanaan peraturan peraturan bupati
ldaerah dan peraturan yang diawasi oleh
bupati Satuan Polisi
Pamong Praja
Jumiah kegiatan 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali Bidang
Kab. Kepulauan
05 | 02 | 202 02 pengawasan Penegakan bt
pelanggaran Peraturan Daerah Ve
peraturan daerah
dan peraturan
bupati
Jumiah kegiatan 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali
pengawasan cukai
rokok
3 [Penangananatas [Ouput :  Jumlah kegiatan 2 kali 2 kali 116.863.293 |  24kali 118463152 2akali 121428285 24 kal 12434129 24 kal 127308135 | 24kali 127.308.135
pelanggaran penertiban
peraturan daerah pelanggaran
dan peraturan peraturan daerah
bupati/Walikota dan perturan bupati
Persentase 97% 97% 97% 97% 97% 9% 9%
penyelesaian
pelanggaran Satpol PP Kab. Kepulauan
05 | 02 | 202 03 peraturan daerah Danmkar & Sehsar
dand peraturan Penyelamatan
bupati




Jumiah iaporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4Laporan 4Laporan
realiasi DBH cukai
rokok
Jumlah kegiatan 2% Kal 2% Kall 24 Kall 2% Kall 2% Kall 24 Kal 24 Kali
penyelidikan dan
penyidikan oleh
PPNS
Pembinaan Penyidik Presentase Penyidik Pegawai Negeri -
Pegawai Negri Sipil (PPNS) (Sipil yang dibina Bidang
05 02 | 208 Kabupaten/Kota Penegakan
Peraturan Dacrah
T [Pengembangan _|Output Jumlah personil 2 orang, 2 2 orang, 2 2 orang, 2 -2 orang, 2 2 orang, 2 -2 orang, 2 Jewang
o | 02 | 208 o1 Kapasitas dan Satpol PP yang Kali Kali Kali Kali Kali Kali ceeuian|Vegamenting
Karier PPNS mengikuti Diklat, peraturan Dacrah| B9
jumlah rakor PPNS
Program Pencegahan, [Gutcome :  Persentase Warga
dalam Penanggulangan, Negara yang
dalam Penyelamatan Kebakaran memperoleh
bencana kebakaran di |dan Penyelamatan Non layanan 9111 9111 9155 91.70 91.85 92.00 92.00
kebakaran (T-3) ~ [Wilayah Manajemen Kebakaran nyelamatan dan
™ Kebaykaran (VJMK) € 05 | 04 ;:EEES. kr:;/b\an 223.601.333 226.662.435 232.335.796 237.909.532 243.586.053 243.586.053 ﬁ?;’:;;:’“"“"‘ g:ls’y:f”“h““"
N Waktu tanggap
msporseliime) 1195 1195 10.93 1061 10.30 10.00 10.00
penanganan
kebakaran
Pencegahan, Pengendalian, |Presentase Kejadian Kebakaranyang Kec. Benteng, Kec.
Pemadaman, ditangani Bidang Pemadam [Bontoharu, Kec.
05| o4 20 Penyelamatan, dan * oLt @ @ 0 0 20 £ Kebakaran  [Buki, Kec.
Penanganan Bahan Bontomanai, Kec.
Berbahaya dan Beracun  |Presenase Potensi Terjadinya 179.161.333 180.622.435 186.295.796 191.860.532 197.546.053 197.546.053
Kebakaran dalam Daerah |Kebakaran yang dicegah dan ” ” ” ” ” ” ”
T [Pencegahan Output Jumlah kegiatan - - Kec. Benteng, Kec
Kebakaran dalam pencegahan kecamata kecamatan kecamata kecamata kecamata kecamat Bontoharu, Kec.
o | o2 | 201 o1 Daerah kebakaran yang n n n n Bidang Pemadam Buki, Kec
Kabupaten/Kota dilaksanakan Kebakaran Bontomanai, Kec.
Bontomatene, Kec.
2 [Pemadaman dan  [Outpit :  Jumlah pemadaman 36 36 105.640.000 36 107.040.000 36 '108.640.000 36 112.614.000 36 115.614.000 36 115.614.000 Kec. Benteng, Kec
Pengendalian dan pengendalian Bontoharu, Kec.
Kebakaran dalam kebakaran yan Buki, Kec
o5 | 04 | 201 02 Daerah diaksanakan - Bidang Pemadam g v omana, Kec
Kebakaran
Kabupaten/Kota Bontomatene, Kec.
Bontosikuyu, Kec.
Pasiamsunggu
3 [Penyelamatan dan [Outpit ©  Jumlah Korban yang 36 36 31.021.333| 36 310824%| 36 Bag 1% 36 36 36 Kec. Benteng, Kec.
evakuasi korban memperoleh Bontoharu, Kec.
kebakaran dan non layanan Buki, Kec
o5 | 04 | 201 03 kebakaran penyelamatan dan 0ang PEma% | gortomana, Kec
evakuasi korban Bontomatene, Kec
kebakaran dan non Bontosikuyu, Kec.
kebakaran pasiamsunggu
4 |Penanganan Bahan [Output :
Berbahaya dan
Beracun Kebakaran
05 | o4 | 201 o4 dalam Daerah
Kabupaten/Kota
5 [Standarisasi Ouput ©  Jumlah sarana dan 5 unit 5 unit 12.500.000( 5 unit 12.500.000| 5 unit 12.500.000| 5 unit 12.500.000| 5 unit 12.500.000| 5 unit 12.500.000
Sarana dan prasarana yang
Prasarana distandarisasi
Bidang Pemadam |Kab. Kepulauan
05 | 04 | 201 05 Pencegahan, Km"fmn IS P
Penanggulangan
Kebakaran dan Alat
Pelindung Diri 3 . B
6 [Pengadaan Sarana |Outpt :  Jumlah Sarana dan | 10 APD dan | 5 APD dan 30.000.000( 5 APD dan 30.000.000| 5 APD dan 31670000 | 5 APD dan 31670000 | 5 APD dan 33,346,000 [5 APD dan 33,346,000
dan prasarana prasarana perlengkapan | perlengkap perlengkapa, perlengkap perlengkap| perlengkap perlengka 14 kecamatan Kec
Pencegahan, Pencegahan, pemadaman an n an an an pan idang Permadam |ESMENS Keo. Kec
05 | 04 | 201 06 pemadama pemadaman pemadama pemadama pemadama pemadam ot [Bontomatene, Kec.
Kebakaran dan Alat Kebakaran dan Alat n n n n an Bontosikuyu, Kec
Pelindung Diri Pelindung Diri yang pasimasunggu
diadakan
7" [Pembinaan Output Jumiah aparatur 0 5 orang 5 orang 5 orang 5 orang 5 orang 5 orang
o | o 201 o Aparatur Pemadam yang dibina Jakarta
Kebakaran
8 [Pengelolaan Sistem |Output ©
Komunikasi dan
Informasi
o5 | 04 | 201 08 Kebakaran dan
Penyelamatan
(SKIK)
9 [Penyelenggaraan  |Output ©
Kerjasama dan
Koordinasi antar
Daerah
Berbatasan, antar
Lembaga, dan
o5 | 04 | 201 09 Kemitraan dalam

Pencegahan,
Penanggulangan,
Penyelamatan
Kebakaran dan
Penyelamatan Non
Kebakaran




Tnspeksi Peralatan Proteksi

100%

100%

4.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

Persentase Sarana dan Prasarana Bidang Pemadam
[ e 2 [ lyang diinspeksi Kebakaran
1 [Pendataaan Sarana Jumlah sarana dan | 6 unit mobil, 20 | 6 unit 4.000.000 6 unit 4.000.000| 6 unit 4.000.000( 6 unit 4.000.000[ 6 unit 4.000.000| 6 unit 4.000.000 Sontotar, Kee
dan Prasarana prasarana proteksi | tabung apar, 6 | mobil, 20 mobil, 20 mobil, 20 mobil, 20 mobil, 20 mobil, 20 oo e
o | oa | 202 o1 Proteksi Kebakaran kebakaran yang pompa alcon tabung tabung tabung tabung tabung tabung ﬁ'd;‘f B i Kec
didata apar, 6 apar, 6 apar, 6 apar, 6 apar, 6 apar, 6 ebakaran ontomatene, Ko
pompa pompa alcon pompa pompa pompa pompa
2" [Penilaian Sarana
dan Prasarana Bidang Pemadam
05| on | 202 02 Proteksi Kebakaran Kebakaran
Tnvestigasi Kejadian Persentase kejadian kebakaran yang 100% 100% 17.040000 | 100% 17.040.000 | 100% 17.040.000 | 100% 17.040.000 | 100% 17.040000 | 100% 17.040.000
Kebakaran diinvestigasi Bidang Pemadam
05 04 | 208 e i
T [investigasi Output Jumlah kejadian 36 36 17.040.000] 36 17.040.000] 36 17.040.000] 36 17.040.000 36 17.040.000] 36 17.040.000
Kejadian kebakaran yang Kec. Benteng, Kec
Bontoharu, Kec.
Kebakaran, diinvestigasi
liputi penelitian Bidang Pemadam|SUK¢ KeC
05 | 04 | 208 01 melipu Bontomanai, Kec
dan pengujian Kebakaran ~ [oon TR KOS
penyebab kejadian Bontosikuyu, Kec.
kebakaran Pasiamsunggu
Pemberdayaan Masyarakat |Persentase Kegiatan pemberdayaan 100% 100% 23.400.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000
sl @l am dalam Pencegahan dalam pencegahan kebakaran Bidang Pemadam
. Kebakaran Kebakaran
T [Pemberdayaan  [Oupt :  Jumalh masyarakat | 300 Orang | 600 orang 23.400.000| 600 orang 25.000.000| 600 orang 25000000 | 600 orang 25000000 | 600 orang 25.000.000 | 600 orang 25,000,000
Masyarakat dalam yang diberikan Kec. Benteng, Kec.
Pencegahan dan edukasi pencegahan Bontoharu, Kec.
o | os | 200 o Penanggulangan dan penanggulangan Bidang Pemadam|Buki, Kec
Kebakaran, bencana Kebakaran  |Bontomanai, Kec.
Sosialisasi dan Bontomatene, Kec
edukasi Bontosikuyu,
2 |Pembentukan dan |Output Melaksanakan 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1
Pembinaan pembetukan dan kecamatan kecamatan kecamatan kecamata kecamatan kecamata
o | os | 208 0 Relawan Pemadam pembinaan relawan n n Bidang Pemadam
: Kebakaran pedamam kebakaran Kebakaran
di desan dan
3" [Dukungan Outplt ©  Menyiapkan sarana dan 1 11 kecamatan 1 11 11 - 11
Pemberdayaan prasarana pendukung kecamatan kecamatan kecamatan kecamatan kecamatan
Masyar
an Pemadam masyarakat/relawan " "
05 | 04 | 204 03 Kebakaran melalui pemadam kebakaran Bidang Pemadam
Kebakaran
Penyediaan Sarana
dan Prasarana
Penyelenggaraaan Operasi |Presentase penyelamatan kejadian
Pencarian dan Pertolongan  [yang membahayakan keselamatan
terhadap Kondisi manusia Bidang Pemadam
o5 | 04 | 205
Membahayakan Manusia Kebakaran
T aan |output - operasi 4 posko 4 posko 4 posko 4 posko 4 posko 4 posko
Operasi Pencarian pencarian dan
dan Pertolongan penyelmatan
pada Peristiwa yang
Menimpa, Bidang Pemadam
05 | 04 | 205 o1 Membahayakan dan Kebakaran
atau Mengancam
Keselamatan
Manusia
2" [Standarisasi Gutpit
Sarana dan
Prasarana
Bidang Pemadam
05 | 04 | 205 02 pencarian dan ot
Pertolongan
terhadap Kondisi
3 [Pengadaan Sarana |Output Melaksanakan 4 posko 4 posko 4 posko 4 posko 4 posko 4 posko
dan Prasarana pengadaan sarana dan
Pencarian dan prasarana penunjang
Pertolongan operasi pencarian dan
05 | 04 | 205 03 terhadap Kondisi penyelamatan Bidang Pemadam
Kebakaran
membahayakan
manusia/penyelam
atan dan evakuasi
4 [Pembinaan Output ©  Meningkatnya 'posko 4 posko 7 posko 4 posko 4 posko 4 posko
Aparatur Pencarian emampuan aparatur
dan Pertolongan dalam melaksanakan
operasi pencarian dan
terhadap Kondisi perasi per sidang Pemadam
05 | 04 | 205 04
Kebakaran
Manusia/Penyelam
atan dan evakuasi
10.550.870.000 10.695.311.410 10.963.015.055 11.226.017.786 11.493.870570 11.493.870570




Program Kegiatan Investasi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar

Tabel 6.2

TAHUN PELAKSANAAN
NO PROGRAM/KEGIATAN VOLUME II_DO ekt:;Ii Pagu Anggaran (Rp.) | Sumber Pendanaan Keterangan
2022 2023 2024 2025 2026
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Program Penunjang Urusan Pemerintahan 6 6
Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah 5 5
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1 Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan 7 Mobil Pemadam. 2
Motor patwal, 2 5 2 2 1 1 10.660.000.000 [APBD Provinsi
motor operasional




Keterangan:

1. Program yang mendukung program stretegis 2)3)

2. Program yang mendukung program pendukung 2)3)
3. Program yang mendukung pencapaian SPM 2)3)

4. Program yang mendukung pencapaian SKIK 3)

5. Program yang mendukung investasi pembangunan?)

[RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN RWA]
DAN PENYELAMATAN
TAHUN 2021-2026]




BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026, maka Satuan Polisi
Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada periode 5
(ima) tahun kedepan, telah menetapkan indikator kinerja yang sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya. Indikator kinerja yang baik akan
menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih
baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selain itu,
penetapan target indikator SPM bidang Ketentraman, Ketertiban Umum
dan Perlindungan Masyarakat perlu ditetapkan agar masyarakat dapat
terlayani sesuai standar pelayanan minimal.

Adapun Indikator Kinerja Kunci Satuan Polisi Pamong Praja,
Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar
yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan

Selayar secara lengkap ditampilkan dalam tabel berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan
dan Sasaran RPJMD

Kondisi Target Capaian Setiap Tahun Kondisi
awal akhir
No Indikator .
RPIMD | 5005 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Periode
(2020) RPJMD
1) (2 3 (4) ®) (6) (7) (8) 9
Persentase
Gangguan
1 | Trantibum 100 100 | 100 | 100 | 100 | 100 100
yang dapat
diselesaikan
Persentase
o | Perdadan 33 | 48,07 | 57,73 | 69,33 | 83,27 | 100 100
Perkada yang
ditegakkan

[RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN RA¢
DAN PENYELAMATAN
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Persentase
pelayanan
penyelamatan
dan evakuasi
korban
kebakaran
Waktu
tanggap
(response
time)
penanganan
kebakaran

91,11 | 91,14 | 91,55 | 91,70 | 91,85 92 92

11,95 | 11,26 | 10,93 | 10,61 | 10,30 10 10

Adapun penetapan target indikator SPM Satuan Polisi Pamong
Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan
Selayar yang mengacu pada target indikator SPM RPJMD Kabupaten

Kepulauan Selayar secara lengkap ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 7.2
Penetapan Target Indikator SPM
Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Target

Target Capaian Setiap Tahun

2022 2023 2024 2025 2026

(1) ) ©) 4) ) (6) () (8)

Pelayanan ketentraman
1 | dan ketertiban Umum

Jumlah Warga Negara
yang memperoleh
layanan akibat dari 100% 100% 100% 100% 100% 100%
penegakan hukum Perda
dan perkada

Pelayanan Penyelamatan
2 | dan evakuasi korban
kebakaran

Jumlah Warga Negara
yang memperoleh
layananpenyelamatan 100% 100% 100% 100% 100% 100%
dan Evakuasi korban
kebakaran

[RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN Rk{y
DAN PENYELAMATAN
TAHUN 2021-2026]




BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis memuat pelaksanaan rencana program dan
kegiatan 5 (lima) tahun kedepan, disusun sesuai dengan tahapan dan
melibatkan semua unsur yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja,
Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar.
Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2021-2026 merupakan
penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 di bidang
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang
memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan
indikasi kegiatan dengan memperhatikan tantangan, kendala, potensi,
peraturan perundang-undangan, tugas dan fungsi Satuan Polisi

Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 akan
dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan yang berpedoman
pada target RPJMD dan pagu indikatif yang telah ditetapkan. Agar
terjadi keselarasan antara kebijakan, program dan kegiatan pada
Rencana Kerja (Renja) maka penyusunan Renja berpedoman pada
Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan

Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026.

Pelaksanaan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun
2021-2026 menjadi tanggung jawab Kepala Satuan Polisi Pamong
Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Oleh karena itu, setiap

target yang akan dicapai disesuaikan dengan target RPJMD.

Dalam rangka memastikan pencapaian target-target Renstra

Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

[RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN Rkl
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Tahun 2021-2026 maka perlu adanya pemantauan, pengendalian dan
evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan
kegiatan Renstra secara berkala yang dilaksanakan oleh Kepala Satuan
Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan bersama
Tim dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 akan
berjalan dengan baik jika mendapat dukungan dari seluruh komponen
di OPD dan stakeholder yang terkait. Oleh karena itu, keberhasilan
mewujudkan target-target Renstra dalam pelaksanaan program,
kegiatan dan subkegiatan memerlukan dukungan seluruh pemangku
kepentingan yang terkait, Sekretaris, Kepala Bidang, Para Kasubbag,
Para Kepala Seksi. Selain itu, partisipasi semua pihak baik pemerintah,

swasta, masyarakat dan DPRD sangat diperlukan.

Menyadari kekurangan dan keterbatasan kami dalam penyusunan
Renstra ini, kami sangat memerlukan partisipasi dari semua pihak

berupa usul dan saran - saran untuk perbaikan pada berikutnya.

Benteng, 23 September 2021

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,
PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KAB. KEPULAUAN SELAYAR,

Drs. AHMAD ALIEFYANTO, MM.Pub
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19700726 199101 1 002
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